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Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pajak sebagai pendapatan 
utama Negara, sebagai anggaran (budgetair), pajak memiliki fungsi utama untuk 
sumber pembiayaan negara. Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak 
Indonesia mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah belanja 
negara dan kebutuhan pembangunan nasional namun penerimaan pajak masih 
tidak sejalan dengan target yang ditetapkan. Pada penelitian ini mengangkat judul 
“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari 
Perspektif Maqashid Syariah”, dengan rumusan masalah bagaimana kepatuhan 
wajib pajak pada pelaku UMKM muslim dan bagaimana analisis kepatuhan wajib 
pajak pada pelaku UMKM muslim.   
Penelitian yang dilakukan pada UMKM muslim ini dengan tujuan untuk 
mengetahui kepatuhan wajib pajak, menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Adapun pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 
(field research) dan berdasarkan data primer maupun data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi.   
Hasil analisa dari data yang diperoleh menyatakan bahwa secara keseluruhan 
kepatuhan wajib pajak dari UMKM masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan 
dengan sebagian besar dari UMKM yang ditemui bahkan belum memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah 
merupakan kepatuhan yang diwajibkan setelah Allah dan RasulNya selama tidak 
menyelisihi syariat agama yang pokok dan tidak menuju pada perbuatan maksiat. 
Di sisi lain ditinjau dari perspektif maqashid syariah, kebijakan perpajakan di 
Indonesia tidak memiliki unsur yang mendzholimi terhadap wajib pajak baik dari 
segi aturan dan implementasinya, setelah dinilai menggunakan lima nilai yang 
terdapat pada maqashid syariah.  
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan 
yaitu dengan adanya kenyataan ini bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM perlu 
ditingkatkan, dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi peraturan perpajakan 
oleh otoritas terkait dengan demikian masih cukup banyak masyarakat yang 
belum memiliki pemahaman yang baik terkait aturan ini sehingga kesadaran 
mereka terhadap kewajiban pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan. Oleh 
karenanya peneliti memiliki saran kepada pemerintah agar lebih proaktif dalam 
melakukan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dengan memberikan 
penjelasan yang mudah dimengerti dan membuat regulasi administrasi perpajakan 
yang sederhana sehingga wajib pajak diberikan kemudahan dalam pembayaran 
pajak.       
Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, UMKM Muslim, dan Maqashid 
Syariah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah 
bersumber dari sektor pajak. Sebagai anggaran (budgetair), pajak memiliki 
fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk 
masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga 
sebagai alat pengatur (regulerend) dan alat stabilitas redistribusi 
perdagangan yang berfungsi unuk pembangunan infrastruktur negara. 
Alokasi dari pemungutan pajak disalurkan untuk membiayai semua 
pengeluaran yang dikeluarakan oleh negara, seperti pembangunan 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini pemerintah 
sedang fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya 
manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejaterahaan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan 
pembangunan nasional tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar 
dan anggaran tersebut didapatkan dari sumber dana dalam negeri 
diantaranya adalah pajak.  
Dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat diantaranya 
memajukan kesejaterahaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan 
dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN.  
 



































Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang 
paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan 
suatu negara   yang dengan menggunakan dana pajak.1 Seperti pada tabel 
1.1 yang menunjukkan perkembangan pendapatan negara. 
Tabel 1.1 
Perkembangan Pendapatan Negara Periode 2013-2018  
Tabel 1.1 Perkembangan Negara Indonesia Periode 2013-2018 
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 































354,7 398,6 255,6 262,0 311,2 349,2 
II. Penerimaan Hibah  6,9 5,0 12,0 9,0 11,6 5,4 
Sumber : Kementrian Keuangan. Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019  
Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara terbanyak 
di dapat dari sektor pajak dan mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. 
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan 
penting terhadap sektor pembangunan negara. 
Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak mengalami kenaikan, 
untuk dapat mewujudkan target penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh 
adanya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan 
kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib 
Pajak di Indonesia terlihat dari tax-to-GDP Ratio (rasio pajak) Indonesia 
                                                          
1 Direktoral Jendral Pajak, Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak, (Jakarta: DJP, 2013), 
20. 
 



































masih tergolong rendah di angka 10-11%.2 Senada dengan hal tersebut, 
target penerimaan pajak pun setiap tahun selalu meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah belanja negara dan kebutuhan pembangunan 
nasional namun penerimaan pajak masih tidak sejalan dengan target yang 
ditetapkan. 
Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak melakukan 
banyak upaya, agar masyarakat Indonesia menjadi sadar dan patuh akan 
pajak karena hal ini sudah menjadi keputusan bulat pemerintah. Dengan 
adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dapat menyebabkan 
penerimaan pajak menurun, mengingat di Indonesia sendiri pendapatan 
terbesar diperoleh dari pajak. Setidaknya ada tiga faktor yang 
menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, 
pertama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas 
perpajakan, kedua birokrasi administrasi perpajakan yang dinilai masih 
sulit, ketiga masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait UU 
perpajakan. 
Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
DJP menurut Yustinus Prastowo sebagai Executive Director of Center for 
Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapan bahwa ada tiga yang 
dapat dibangun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
administrasi perpajakan antara lain pertama the “Enforcement” dengan 
menegakkan peraturan yang berlaku serta melakukan tindakan hukum 
                                                          
2 Ibid,. 
 



































terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan 
oleh wajib pajak, dilakukan dengan meningkatkan sistem deteksi dini 
terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak, memperbaiki regulasi dan 
memberlakukan hukuman yang dapat membuat jera kedua the “Service” 
paradigm yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada 
wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan 
fasilitas yang diperlukan wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
perpajakan dan juga dengan diadakannya pelatihan pegawai untuk 
memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak ketiga the “Trust” 
dengan meningkatkan kesadaran setiap Individu terhadap fungsi dan peran 
pajak bagi Negara, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DJP 
dilakukan untuk optimalisasi penerimaan Negara, oleh karenanya DJP 
terus berbenah untuk menjadi institusi yang kredibel dan kompeten dalam 
menjalankan amanat negara sebagai penghimpun penerimaan negara dari 
sektor pajak.3 
Dalam mengatasi masalah birokrasi pajak pemerintah melakukan 
reformasi perpajakan yang mana program reformasi birokrasi ini 
dilaksanakan pada 2002 sampai 2008. Selanjutnya, sekitar 2009 sampai 
2014 reformasi difokuskan kepada peningkatan internal control. Sebelum 
adanya reformasi pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia pada tahun 
1984 adalah menggunakan sistem official assement system namun setelah 
adanya reformasi pajak sistem pemungutan pajak berganti menjadi self 
                                                          
3 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Media Keuangan  Transparasi Informasi Kebijakan 
Fiskal”, Jurnal: Kemenkeu, Vol XIV, Maret 2019, 18. 
 



































assement system. Menurut Mardiasmo official assement system merupakan 
suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib 
pajak sedangkan self assement system merupakan suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan besarnya pajak yang tertuang.4 Reformasi perpajakan 
dilakukan tidak lain agar optimalisai penerimaan tercipta. Pasca tax 
amnesty, reformasi perpajakan jauh lebih melibatkan banyak sinergi 
dengan pihak lain dalam menyukseskan reformasi pajak. Mengedepankan 
konsolidasi, akselerasi dan kontinuitas reformasi, kantor pajak fokus 
kepada perbaikan 5 pilar reformasi. Pilar tersebut adalah Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Basis Data, 
serta Peraturan Perpajakan. Di samping itu, sinergi dengan pihak ketiga 
seperti asosiasi, institusi pemerintahan lainnya, terus digiatkan dalam 
upaya keandalan data dan penegakan hukum. Terdapat tiga program 
implementasi aksi kaitannya dengan bidang reformasi perpajakan, yaitu: 
(1) Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan, data dan informasi ini 
menjadi sangat penting digunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan 
dalam kepatuhan atas kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan begitu 
adanya hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian penerimaan pajak. 
(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), keterangan KSWP status atas 
KSWP ini memuat status “Valid” atau “Tidak Valid.” Status valid 
                                                          
4 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: ANDI, 2009), 7. 
 



































apabila wajib pajak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan menurut 
Peraturan Direktur Jendral Pajak. Dengan adanya KSWP ini, wajib pajak 
yang akan mengajukan pelayanan pada instansi pemerintah terpenuhi 
kepatuhan perpajakannya, sehingga kepatuhan dalam pembayaran pajak 
meningkat sebagaimana kriteria keberhasilan aksi dan (3) Integrasi Data 
Keuangan, Integrasi data keuangan sangat penting, utamanya dalam 
meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, yang mana tujuannya 
untuk meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak. 
Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan 
menjadi faktor terakhir yang penting untuk diatasi. Upaya peningkatan 
pemahaman perpajakan untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib 
pajak membayar pajak terletak padakantor penyuluhan dan pengamatan 
potensi pajak, karena penyuluhan berperan penting. Menurut hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Inasius menjelaskan bahwa pengetahuan 
pajak merupakan hal yang penting untuk kepatuhan wajib pajak sebagai 
keadilan pajak yang terjadi.5 Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman 
tentang pajak maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan 
pembangunan nasional dimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari 
adanya pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh 
masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat 
tentang pajak yang positif. Beragam bentuk sosialisasi yang dilakukan DJP 
                                                          
5F. Inasisus, “Tax Compliance off Small and Medium Enterprises: Evidence form Indonesia 
Accounting & Taxation”, Vol.7 No.1, 2015, 67-73. 
 



































bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi 
maupun medianya. 
Di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim 
terbesar di dunia, yang mana setoran yang dilakukan oleh masyarakat 
muslim tidak hanya pajak tapi juga ada setoran yang sifatnya obligatory 
berdasarkan syariat agama yaitu adanya setoran zakat. Dengan adanya dua 
pembebanan setoran ini pemerintah membuat kebijakan inisiatif dimana 
masyarakat muslim yang telah melakukan pembayaran zakat bisa menjadi 
pengurang dalam melakukan pembayaran pajak Negara. Walau demikian 
pembebanan pembayaran zakat bagi pemerintah hanya bersifat himbauan. 
Dalam kehidupan bernegara, maka wajib hukumnya bagi masyarakat 
untuk taat kepada aturan pemerintah. Pembayaran setoran pajak sendiri 
merupakan bagian dari aturan pemerintah yang bersifat obligatory. Dalam 
perspektif Islam sendiri ketataatan untuk mematuhi kewajiban membayar 
pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari 
ketaatan pada ulil amri yang wajib dilakukan sebagaimana termaktub 
dalam surat An- Nisa ayat 59: 
َ َوأَِطيُعواْ  ْا أَِطيُعوْا ٱَّللَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ تُمأ فِي  يَ  َزعأ ۖۡ فَإِن تَنَ  ِر ِمنُكمأ َمأ ُسوَل َوأُْولِي ٱۡلأ ٱلرَّ
سَ  ٞر َوأَحأ لَِك َخيأ َِٰٓخِرِۚ َذ  ِم ٱۡلأ يَوأ ِ َوٱلأ ِمنُوَن بِٱَّللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمأ تُؤأ ِ َوٱلرَّ وهُ إِلَى ٱَّللَّ ٖء فَُردُّ ُن َشيأ
ِويًلا    ٩٥تَأأ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
 



































kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikianitu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.6 
 
Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa taat kepada pemerintah 
adalah sebuah kewajiban. Fenomena pembebanan pajak untuk kepentingan 
Negara sendiri sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, saat Rasulullah 
memimpin Kota Madinah, dimana pajak pada masa ini hanya berlaku 
untuk orang-orang kafir dzimmi yaitu kafir yang tinggal di wilayah Islam 
yang telah mengadakan perjanjian damai. Istilah pajak pada masa itu 
adalah jizyah, umat muslim pada masa nabi tidak dikenai pajak karena 
umat Islam sudah memiliki kewajiban akan pembayaran zakat.7 Pada masa 
setelah rasulullah wafat tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh para 
khulafarasyidah pada masa ini ketentuan dan bentuk penerapan perpajakan 
mengalami banyak perkembangan karena kebutuhan akan pembagunan 
Negara pada masa itu. Perintah akan adanya membayar pajak terdapat 
dalam surat Al-Anfal ayat 41. 
نَكُ  لَُكم بَيأ َو  ْا أَمأ ُكلُوَٰٓ
ِل ٱلنَّاسِ َوََل تَأأ َو  نأ أَمأ ُكلُوْا فَِريٗقا مِّ
اِم لِتَأأ ُحكَّ لُوْا بِهَآَٰ إِلَى ٱلأ ِطِل َوتُدأ بَ  م بِٱلأ
لَُموَن   ِم َوأَنتُمأ تَعأ ثأ ِ  ٨١١بِٱۡلأ
Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui”. 
                                                          
6Al-Qur’an, [4]:59. 
7  Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”,Jurnal: Human Falah, Vol.4 
No.2, Juli-Desember 2017, 190. 
 



































Pajak dalam tinjauan bahasa arab adalah dharibah diambil dari 
kata daraba, berarti adalah utang yang mesti dibayar.8 Salah satu pakar 
ekonom Islam yang menyatakan pemungutan pajak diperbolehkan yaitu 
Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqqadimah “Sebarkanlah pajak pada semua 
orang dengan keadilan dan pemerataan dan jangan memberi pengecualian 
kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan 
jangan mengecualikan kepada siapa pun sekaligus petugasmu sendiri atau 
kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari 
orang melebihi kemampuan membayarnya”. Selain itu menurut Abu 
Yusuf sebagai ulama klasik yang menulis kitab Al-Kharaj merupakan 
kitab pertama yang membahas secara khusus tentang perpajakan- 
berpandangan bahwa pajak merupakan salah satu mekanisme negara yang 
memungkinkan negara berperan dalam melakukan campur tangan atas 
proses ekonomi yang terjadi di masyarakat, lebih jauh Abu Yusuf 
menjelaskan bahwa mekanisme pengaturan pajak terdiri dari dua yaitu: 
pertama tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya 
menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi, kedua adanya 
arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang 
diinginkan kebijaksanaan umum. 
Penetapan pajak dalam sisi ekonomi Islam diperbolehkan dengan 
alasan utama yaitu untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 
                                                          
8 Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam 
Di Indonesia”, Jurnal: Pemikiran Islam, Vol. 19 No. 2, 2018, 78. 
 



































tidak mencukupi berbagai keperluan negara.9 Pemungutan pajak 
diperbolehkan dan dibenarkan apabila dipungut dengan cara adil dan sah 
dan digunakan secara adil dan sah pula.10 Dalam hal ini kebijakan 
pemungutan pajak harus mempertimbangkan aspek maslahah mursalah 
yang didasarkan pada pemeliharaan pada lima eksponen dasar 
kemaslahatan manusia yaitu: pertama, pemeliharaan terhadap akal dimana 
kebijakan tidak mendekontruksi akal manusia. Kedua, pemeliharaan 
terhadap agama yang mana kebijakan pemungutan pajak tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran pokok dalam agama. 
Ketiga, pemeliharaan terhadap keturunan yang mana kebijakan 
pemungutan pajak tidak berdampak pada rusaknya jalur keturunan. 
Keempat, pemeliharaan terhadap jiwa yang mana kebijakan pemungutan 
pajak memelihara terjaganya jiwa dari subjek yang dikenakan pajak. 
Kelima, pemeliharaan terhadap harta yang mana kebijakan pemungutan 
pajak menjaga keutuhan kepemilikan harta dari subjek pajak.11 Selain dari 
lima eksponen tersebut kebijakan yang berorientasi pada maslahah 
mursalah   merupakan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan 
umat, dengan memperhatikan sisi kemanfaatanya daripada 
kemudharatannya, dengan begitu kebijakan tersebut tidak menjadi trigger 
                                                          
9 Era Sonita, “Manajemen Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal: Al-
Hurriyah, Vol.16 No.1 Januari-Juni 2015, 130. 
10 Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”,Jurnal: Human Falah, Vol.4 
No.2, Juli-Desember 2017, 190. 
11 Prof Ahmad Qorib, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal: Analytica 
Islamica, Vol.5 No.1, 2016, 57. 
 



































terhadap kerusakan yang terjadi.12  Sesuai dengan ayat pada surat Al-a’raf 
ayat 56 : 
َن  ِ قَِريٞب مِّ َمَت ٱَّللَّ اِۚ إِنَّ َرحأ ٗفا َوطََمعا ُعوهُ َخوأ ِحهَا َوٱدأ
لَ  َد إِصأ ِض بَعأ َرأ ِسُدوْا فِي ٱۡلأ َوََل تُفأ
ِسنِيَن   ُمحأ  ٩٥ٱلأ
Artinya : “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya”.13 
 
Puncak dari adanya maslahah mursalah dalam kebijakan 
pemungutan pajak yaitu adanya keadilan dan keserasian dengan spirit 
Islam yang memenuhi empat prinsip dalam sistem ekonomi Islam yaitu: 
pertama terdapat landasan dari nash (al-quran dan al hadits) yang 
memerintahkan sumber pendapatan dan pemungutannya, kedua adanya 
pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim, ketiga 
sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 
golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 
yang memikul beban utama, keempat adanya tuntutan kemaslahatan 
umat.14 dalam kaitannya dengan ini beberapa buah pemikiran dari tokoh 
islam diantaranya Abu Yusuf memberikan pandangannya mengenai pajak 
usaha dalam kitabnya Al-Kharaj, menurutnya penetapan pajak usaha 
dilakukan dengan sistem muqasamah yaitu sistem perpajakan yang 
menetapkan pungutan pajak kepada pelaku usaha berdasarkan nilai yang 
                                                          
12 Ibid, 58. 
13 Al-Qur’an [7]:56. 
14 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariat (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007), 33. 
 



































tidak tetap dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan presentase 
penghasilan atau pajak proposional.15  
Peranan masyarakat dalam perpajakan menjadi hal yang penting 
untuk dipertimbangkan. Dengan dasar tersebut pemerintah akan 
mengeluarkan kebijakan yang tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak, salah satu kebijakan pemerintah 
tersebut yaitu dengan melakukan penyempurnaan dalam bidang 
perpajakan baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. 
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar 
dalam penerimaan pajak.Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan 
dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak”. Salah satu subjek yang dimaksud adalah 
UMKM, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di 
Indonesia dan memberikanperan yang sangat besar dalam menanggulangi 
angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan.Data Kementrian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah 





                                                          
15 M. Narozi Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian 
(Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 78. 
 




































Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Periode 2016-2017 
Tabel 1.2 Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Periode 2016-2017 
Keterangan Usaha 2016 2017 
Jumlah Pangsa 
(%) 
Jumlah Pangsa (%) 
Unit Usaha (Ribu Unit) 61.656,5  62.928,1  
UMKM (Ribu Unit) 61.651,2 99,99 62.922,6 99,99 
Usaha Besar (Ribu Unit)          5,4 0,01          5,5 0,01 
Sumbangan PDB atas 
Dasar Harga Berlaku 
(Triliun Rupiah) 
11.712,4  12.840,9  
UMKM (Triliun Rupiah) 7.009,3 59,8 7.704,6 60,00 
Usaha Besar (Triliun 
Rupiah) 
5.703,2 40,2 5.136,2 40,00 
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah 
UMKM pada tahun 2016 sebesar 61.651,2 sedangkan pada tahun 2017 
sebesar 62.922,6. Dan UMKM juga menyumbang Produk Domestik Bruto 
(PDB) dengan jumlah yang cukup besar.Akan tetapi besarnya jumlah 
UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari 
UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan 
wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak pengahasilan, menurut hasil 
penelitian Ade Noorlita menyebutkan beberapa penyebabnya yaitu adanya 
pemahaman agama Islam yang dipersepsikan, ketidakadilan atas kebijakan 
pemerintah untuk pajak penghasilan, adanya persepsi korupsi yang 
dilakukan pemerintah, serta masih lemahnya kekuatan otoritas pajak.16 
Dengan alasan tersebut maka pemerintah pada tahun 2013 
mengeluarkan kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 
                                                          
16 Ade Noorlita Kharisma, “Penyebab Ketidakpatuhan Pemlik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” (Thesis -- Universitas Airlangga, 2018)  
 



































Tahun 2013 peraturan ini berisikan tentang tarif pajak sebesar 1% dari 
omset Wajib Pajak tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, 
peraturan ini mulai diterpakan pada 1 Juli 2013.17 Namun penerapan 
peraturan masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi, pada 
penelitian Susilo dan Sirajudin menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 
Wajib Pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih sangat minim 
dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang 
dilakukan oleh pihak fiskus kepada kalangan UMKM.18 
Pada bulan Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan 
baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan ini berisikan tarif pajak yang 
berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dengan omset yang tidak 
melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, apabila omset melebihi 
4,8 miliar maka peraturan yang berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak 
dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 
2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk 
menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan 
pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim umum 
                                                          
17Tatik, “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menenga) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM 
Sleman-Yogyakarta)”, Jurnal : Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive 
Advantage (SCA), Vol. 8 No. 1, September 2018, 1. 
18Susilo & Sirajudun, “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Bara)” (Skripsi – STIE Multi Data Palembang, 2013). 
 



































sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan pemenuhan 
perpajakannya.19 
Pelaku UMKM banyak kita jumpai di berbagai kota kecil maupun 
besar. Salah satunya kota Surabaya, Kota Surabaya merupakan kota 
metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta oleh kerena itu pertumbuhan 
ekonomi di kota Surabaya cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan 
ekonomi di kota lain di Jawa Timur. Dengan demikian peluang 
pertumbuhan usaha di kota Surabaya juga besar salah satunya yaitu 
UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di daerah 
Putat Jaya yang lebih dikenal (dolly) dimana dulunya dikenal sebagai 
kawasan bisnis protitusi. Sejak tahun 2014 bisnis tersebut telah dibubarkan 
oleh pemerintah kota Surabaya dan saat ini daerah Putat Jaya sudah 
berubah menjadi daerah atau kawasan UMKM, karena masyarakatnya 
berpindah profesi sebagai wirausaha. Setelah bisnis  tersebut ditutup oleh 
pemerintah Surabaya masyarakat daerah Putat Jaya mendapatkan 
pembinaan usaha dari pemerintah kota Surabaya, pembinaan tersebut 
dilakukan dengan cara membentuk kelompok binaan terhadap usaha mikro 
di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Kurang lebih terdapat 20 UMKM yang berada di daerah tersebut rata-rata 
dari UMKM tersebut bergerak di bidang pengolahan mulai dari 
pengolahan makanan sampai kepada usaha kreatif. Setelah melakukan 
                                                          
19 Tatik, “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menenga) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM 
Sleman-Yogyakarta)”, Jurnal : Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive 
Advantage (SCA), Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.  
 



































observasi peneliti memilih tujuh usaha mikro yang dianggap mampu 
menjawab beberapa permasalahan yang dikumpulkan oleh peneliti dan 
berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu tujuh informan 
UMKM Muslim yang dipilih oleh peneliti, dengan konsisten melakukan 
aktivitas produksi secara berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha 
tersebut seperti halnya menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi 
masyarakat.  
Berikut adalah tujuh UMKM Muslim tersebut, yang pertama Pak 
Jarwo pemliki usaha Tempe Bang Jarwo dengan omset kurang lebih 10 
juta perbulan, beliau memperkerjakan dua orang untuk membantu 
usahanya. Yang kedua Bu Sunarsih pemilik usaha Batik Banyu Urip 
dengan omset kurang lebih 10 juta perbulan, beliau memperkerjakan tiga 
orang untuk membantu usahanya. Yang ketiga Bu Yeti pemilik usaha Nita 
Collection dengan omset kurang lebih 19 juta perbulan dan 
memperkerjakan tiga orang untuk membantu usahanya. Yang keempat Bu 
Hasibah pemilik usaha Shohibah Fashion dengan omset kuramg lebih 15 
juta perbulan, beliau memperkerjakan tiga orang warga sekitar untuk 
membantu usahanya. Yang kelima Bu Fatimah pemilik usaha Griya 
Almira dengan omset kurang lebih 20 juta perbulan, beliau 
memperkerjakan empat orang warga sekitar untuk membantu usahanya. 
Yang keenam usaha milik Pak Hiro yang bergerak di bidang industri 
kreatif dengan omset kurang lebih 100 juta perbulan memiliki empat orang 
karyawan tdan usaha milik Pak Wildan yang bergerak di bidang jasa 
 



































konveksi dengan omset kurang lebih 10 juta perbulan memiliki dua orang 
karyawan.  
Dari tujuh sample yang telah disebutkan diatas dengan omset yang 
beragam, peneliti meganalisa kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan 
adanya penurunan tarif pajak oleh pemerintah maka diharapakan pelaku 
usaha tidak lupa untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak 
membayar pajak atas usaha yang didirikan. Sebagaimana telah dijelaskan 
pada paragraph diatas akan pentingnya kepatuhan membayar pajak, karena 
pajak menentukan keberlangsungan kehidupan negara. Oleh karena itu 
sebagai pemilik usaha dan seorang muslim diwajibkan untuk taat kepada 
aturan pemerintah selama aturan tersebut tidak melanggar dari syariat 
Islam, salah satunya dengan membayar pajak. 
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul 
penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim 
Ditinjau Dari Prespektif Maqashid Syariah”. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah  
Dari penjelasan latar belakang maka didapat identifikasi masalah yaitu: 
a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya. 
b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang 
pajak. 
c. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. 
d. Pandangan ekonomi Islam terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 



































e. Terdapat tujuh UMKM muslim yang secara konsisten melakukan 
aktivitas produksi, omset dan kemanfaatan usaha.  
2. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan sasaran yang 
diidnginkan maka peneliti memberi batasan masalah. Peneliti terfokus 
pada masalah : 
a. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. 
b. Pandangan ekonomi Islam pada kepatuhan wajib pajak. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka 
muncul rumusan masalah yang diambil yaitu : 
1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam pada kepatuhan wajib pajak pelaku 
UMKM muslim? 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Penelitian Ade Noorlita Kharisma yang berjudul “Penyebab 
Ketidakpatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam 
Pembayaran Pajak Penghasilan” hasil penelitian ini adalah ada 
beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha mikro tidak patuh dalam 
pembayaran pajak penghasilan yaitu yang pertama pemahaman agama 
yang dipersepsikan, yang kedua rasa keadilan atas kebijakan 
pemerintah untuk pajak penghasilan, yang ketiga adanya persepsi 
 



































korupsi yang dilakukan pemerintah dan yang keempat masih lemahnya 
kekuatan otoritas pajak. Peneliti mengungkapan bahwa tingkat 
religiuslitas dalam perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak dan 
manfaat dana pajak yang belum dapat dirasakan oleh Wajib Pajak juga 
dapat berdampak pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan sukarela.20 
2. Penelitian oleh Febirzki Damayanti  yang berjudul “Pengaruh 
Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, 
Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi 
Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)” penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman atas 
mekanisme pembayaran pajakan, persepsi tarif pajak, sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan kuantitatif, populasi sebanyak 4.726 oarang dengan 
kriteria peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar, sampel yang didapat 
sebanyak 98 orang dengan menggunakan rumus solvin. Hasil dari 
penelitian ini bahwasannya pemahaman atas mekanisme pembayaran 
pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu.21 
3. Penelitian oleh Inka Primadani yang berjudul “Analisis Perilaku 
Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM 
Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama 
                                                          
20 Ade Noorlita Kharisma, “Penyebab Ketidakpatuhan Pelaku Usaha Mikro, KecilDan Menengah 
(UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” (Thesis -- Universitas Airlangga, 2018) 
21 Febirizki Damayanti P., “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi 
Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak 
Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)” Jurnal: Perpajakan, Vol.10 No.1, 2016, 7. 
 



































Mulyorejo penelitian ini dibuat untuk menguji perilaku kepatuhan, 
pemahaman, dan kemudahan wajib pajak terhadap Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas 
penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki 
peredara bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4,8 miliar pertahun. Disini 
peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran 
kuisioner kepada wajib pajak oaring pribadi maupun badan usaha yang 
memenuhi kriteria Peraturan Pemrintah No. 46 Tahun 2013. 
Kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan merupakan variabel 
independen dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan 
variabel dependen.  Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak, 
pemahaman pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.22 
4. Penelitian oleh Alfiatul Maulida yang berjudul “Kepatuhan 
Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 
Di Kota Gede Yogyakarta” dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dan memilih lima responden UMKM yang 
bergerak di bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan 
catering di Kota Gede Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah tiga 
dari lima responden sudah mengetahui adanaya Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 2018 dan dua responden belum megetahui peraturan 
                                                          
22 Inka Primadani, “Analisis Perilaku Keptuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak 
UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo” 
Jurnal: Ekonomi Akuntansi, Vol. 3 Issue 3, 2017, 518.  
 



































terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi adanya 
kebijakan baru adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM, semua 
respoden menyatakan bersedia untuk membayar pajak dengan tarif 
baru tersebut.23 
5. Penelitian oleh Sari Zatwitri yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Setelah Diberlakukan 
Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)” 
penelitian inimenguji tingkat kepatuhanwajib pajak pada pelaku 
UMKM setelah diberlakukan tarif pajak sebesar 1%. Dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan 100 
responden, terdapat 9 kuisioner outlier karena tiga tahun terakhir 
omset melebihi Rp. 4,8 miliar maka tidak available menjadi sampel 
dalam penelitian ini. Karakteristik 91 responden dalam penelitian ini 
dibagi menjadi 4 kategori meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan 
terakhir, da jenis usaha. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 
peningkatan sedikit pada kepatuhan wajib pajak UMKM setelah 
diberlakukannya tarif 1% (final) PPh yang terdaftar di KPP Pratama 
Pontianak, dimana sebelum adanya penerapan tariff 1% dari 
omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang 
                                                          
23 Alfiatul Maulida, “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kota Gede Yogyakarta” 
Jurnal: UMKM Dewantara, Vol.1 No.2, Desember 2018, 25. 
 



































rendah setelah adanya penerapan tarif 1% dari omset/bulan sebesar 
52% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.24 
6. Penelitian oleh M. Yusuf yang berjudul “Analisis Pengenaan Pajak 
Pengahsilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada 
UsahaMikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta 
Selatan)” penelitisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas 
penggenaan pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM ditinjau dari 
asas pemungutan pajak dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh 
pelaku UMKM dalam penerapan PPh final. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan 10 informan 
yang berusaha dibidang perdagangan computer dan suku cadangnya, 
jasa transportasi darat, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa 
penyelenggara pameran, dan jasa konsultasi tekonologi informatika. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan PPh final bagi UMKM 
masih kuarang mengacu pada prinsip-prinsip asas pemungutan pajak 
sehingga keadilan, kepastian hukum, efensiensi, kemudahan 
administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan 
dalam pembayaran masih belum dapat terpenuhi karena masih ditemui 
hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan tersebut.25 
                                                          
24 Sari Zawitri, “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)” Jurnal: 
Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.5 No.2, 2016, 160. 
25 M. Yusuf, “Analisis Pengenaan Pajak Pengahsilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi 
Kasus Pada UsahaMikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)” Jurnal: 
Lentera Akuntasi, Vol.2 No.1, 2017, 38. 
 



































7. Penelitian oleh Rizki Alfiana R. yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam 
Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak 
Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan responden dari 
penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada 
KPP Pratama Karanganyar. Variabel independen dari penelitian ini 
yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, penerapan e-billing dan sanksi perpajakan. Hasil 
dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib 
pajak, kualitas pelayanan, penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM 
yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.26 
8. Penelitian oleh Fany Inasius yang berjudul “Tax Compliance of Small 
and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia” penelitian ini 
bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak peritel individu 
tertentu yang dikenal sebagai pemabyar pajak perorangan pada 
UMKM dengan pendapatan tahunan Rp. 600 juta hinga Rp. 4,8 miliar 
di Indonesia. Empat variabel kepatuhan pajak yang diperiksa yaitu 
persepsi tarif pajak, kelompok rujukan, probabilitas diaudit dan 
                                                          
26 Rizki Alfiana R, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 
UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku 
UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (Skripsi -- Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2018) 
 



































pengetahuan pajak. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 
kuisioner diberikan sebanyak 1000 kuisioner yang diberikan kepada 
pengusaha UMKM yang ada di Jakarta. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan hal 
terpenting untuk kepatuhan wajib pajak sebagai keadilan sistem pajak 
yang terjadi. Namun kepatuhan pajak semata-mata didasarkan pada 
pengetahuan pajak, kemungkinan diaudit, persepsi pajak dan 
kelompok rujukan.27 
 
                                                          
27F. Inasius . “Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia” 
Jurnal: Accounting & Taxation, Vol.7 No.1, 2015, 71. 
 



































Tabel 1.3  
Penelitian Terdahulu  
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 
No 
Nama Peneliti, Tahun, Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan  
1 Ade Noorlita Kharisma (2018) 
 
Penyebab Ketidakpatuhan Pemilik 
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Dalam Pembayaran 
Pajak Penghasilan 
Ada empat penyebab pemilik usaha tidak patuh 
terhadap pembayaran pajak penghasilan yang 
pertama pemahaman agama yang 
dipersepsikan, yang kedua rasa keadilan atas 
kebijakan pemerintah untuk pajak penghasilan, 
yang ketiga adanya persepsi korupsi yang 
dilakukan pemerintah dan yang keempat masih 






pajak pada UMKM. 
 
Pada penelitian terdahulu meneliti  
penyebab ketidakpatuhan pelaku UMKM 
dalam pembayaran pajak penghasilan PP. 
No. 23 Tahun 2018. Sedangkan pada 
penelitian sekarang meneliti kepatuhan 
wajib pajak pada pelaku UMKM ditinjau 
dari perspektif ekonomi Islam. 
2 
 Febirizki Damayanti P. (2016) 
 
Pengaruh Pemahaman Atas 
Mekanisme Pembayaran Pajak, 
Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM (Studi Pada Wajib 
Pajak Yang terdaftar Di KPP 
Pratama Batu 
Pemahaman atas mekanisme pembayaran 
pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 







pajak pada UMKM 
Penelitian terdahulu meneliti pengaruh 
pemahaman, persepsi tarif pajak dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. sedangkan penelitian 
sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak 
pada pelaku UMKM ditinjau dari 
perspektif ekonomi Islam. 
 
3 
Inka Primadani  (2017) 
Analisis Tingkat Kepatuhan, 
Pemahaman, Dan Kemudahan 
Wajib Pajak UMKM Terhadap 
Peraturan Pemerintah No. 46 
Tahun 2013 Pada KPP Pratama 
Mulyorejo 
Perilaku kepatuhan pajak, pemahaman pajak 
berpengaruh, dan kemudahan pajak memiliki 











pajak pada UMKM. 
Pada penelitian terdahulu meneliti 
tingkat kepatuhan wajib pajak, 
pemahaman wajib pajak dan kemudahan 
wajib pajak UMKM PP. No. 46 Tahun 
2018. Sedangkan penelitian sekarang 
meneliti kepatuhan wajib pajak pada 
pelaku UMKM ditinjau dari perspektif 
ekonomi Islam 
 




































Nama Peneliti, Tahun, Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan  
4 Alfiatul Maulida (2018) 
 
Kepatuhan Pembayaran Pajak 
Pada Pelaku UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah) 
Pasca Penerbitan Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di 
Kota Gede Yogyakarta 
Wajib pajak memiliki kendala dalam 
pembayaran pajak sehingga tidak dapat 
menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala 
tersebut terkait keterbatasan SDM. Wajib pajak 
mengapresiasi adanya penurunan tarif pajak 
sebesar 0,5% bagi UMKM oleh karena itu wajib 







pajak pada UMKM. 
Pada penelitian terdahulu meneliti 
potensi pembayaran pajak pada pelaku 
UMKM setelah diterbitkannya PP. No. 
23 Tahun 2018. Sedangkan penelitian 
sekarang meneliti kepatuhan wajib pajak 
pada pelaku UMKM ditinjau dari 
perspektif ekonomi Islam. 
5 Sari Zawitri (2016) 
 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah Setelah Diberlakukan 
Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus 
Di KPP Pratama Pontianak) 
Terdapat peningkatan sedikit kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Pontianak setelah 
diberlakukan PP. No. 46 Tahun 2013 penerapan 
tarif pajak sebesar 1%. Yang awalnya sebanyak 
51% memiliki tingkat kepatuhan rendah setelah 
ditetapkan PP. No. 46Tahun 2013 sebanyak 52% 






pajak pada UMKM. 
Pada penelitian terdahulu meneliti 
tingkat kepatuhan wajib pajak pada 
pelaku UMKM setelah diberlakukan 
tarif 1% (final) PPh. Sedangkan 
penelitian sekarang meneliti kepatuhan 
wajib pajak pada pelaku UMKM 
ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
6 Yusuf (2017) 
 
Analisis Pengenaan Pajak 
Pengahsilan Final Terhadap 
Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus 
Pada UsahaMikro, Kecil Dan 
Menengah Di Kecamatan 
Pancoran Jakarta Selatan) 
Pengenaan PPh final bagi UMKM masih 
kuarang mengacu pada prinsip-prinsip asas 
pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian 
hukum, efensiensi, kemudahan administrasi, 
kesederhanaan pemungutan dan peraturan, 
kesenangan dalam pembayaran masih belum 
dapat terpenuhi karena masih ditemui hambatan-






pajak pada UMKM. 
Penelitian terdahulu meneliti tingkat 
pemahaman pada Peraturan Pemrintah 
No. 46 Tahun 2013 yang mengacu pada 
asas pemungutan pajak. Sedangkan 
penelitian sekarang meniliti kepatuhan 
wajib pajak pada pelaku UMKM 
ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
 
7 Rizki Alfiana R. (2018) 
Analisis Faktor Yang 
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 
Pajak Pelaku UMKM Dalam 
Melaksanakan Kewajiban 
Perpajakan (Studi Kasus Pada 
Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang 
terdaftar Di KPP Pratama 
Karanganyar) 
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM, kesadaran wajib pajak, kualitas 
pelayanan dan penerpaan e-billingserta 
penerapan sanksi tidak berpengaruh terhadap 







pajak pada UMKM. 
Penelitian terdahulu meneliti faktor-
fakor yang mempengauhi kepatuhan 
wajib pajak pelaku UMKM dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Sedangkan pada penelitian sekarang 
meneliti kepatuhan wajib pajak pada 
pelaku UMKM ditinjau dari perspektif 
ekonomi Islam. 
 




































Nama Peneliti, Tahun, Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan  
8 Fany Inasius (2015) 
 
Tax Compliance of Small and 




Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling 
terpenting untuk kepatuhan wajib pajak sebagai 
keadilan sistem pajak yang terjadi. Namun 
kepatuhan pajak semata-mata didasarkan pada 
pengetahuan pajak, kemungkinan diaudit, 






pajak pada UMKM. 
Penelitian terdahulu megukur tingkat 
kepatuhan wajib pajak UMKM 
berdarkan persepsi tarif pajak, 
probabilitas diaudit dan pengetahuan 
pajak. sedangkan penelitian sekarang 
meneliti kepatuhan wajib pajak pada 
pelaku UMKM ditinjau dari perspektif 
ekonomi Islam. 
 



































E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM 
muslim pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam pada 
kepatuhan Wajib Pajak. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu 
manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan 
kepatuhan Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM muslim dan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya terkait 
dengan kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis yaitu manfaat penelitian dari aspek atau aplikatif 
yang merupakan manfaat penelitian bagi program. Dari hasil penelitian 
ini terdapat beberapa manfaat yaitu : 
a. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan 
yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat melatih 
untuk menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah, serta 
 



































untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan 
Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim. 
b. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 
referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan 
pengetahuan tambahan dalam bidang perpajakan mengenai 
Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaku UMKM muslim, 
khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi 
Ekonomi Syariah. 
c. Bagi Wajib Pajak   
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 
penting tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya pelaku 
UMKM sehingga dapat meningkatakan kepatuhan untuk 
memenuhi kewajiban membayar pajak agar dapat menjadi Wajib 
Pajak yang baik dan patuh.   
G. Definisi Operasional 
1. Pajak  
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa 
secara langsung.28 Pajak dipungut untuk menutup biaya produksi 
barang dan jasa serta untuk mencapai kesejaterhaan umum. Penolakan 
                                                          
28 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
 



































membayar, penghindaran atau perlawanan terhadap pajak pada 
umumnya termasuk pelanggaran hukum. 
2. Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan menurut KBBI memiliki arti tunduk pada ajaran 
ataupun aturan. Kepatuhan terhadap perpajakan adalah suatu keadaan 
ketika Wajib Pajak bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya 
dengan tanpa paksaan, dimana Wajib Pajak membayar pajak dengan 
kerelaan dan dilakukan sebelum jatuh tempo.29 Dalam hal ini peneliti 
menganalisis dari kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, 
sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak. 
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat definisi 
yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu 
kekayaan bersih (asset) dan hasil penjualan (omset).30 
Tabel 1.4 
Kriteria UMKM  
Tabel 1.4 Kriteria UMKM 
No. Usaha Kriteria Asset Kriteria Omset 
1 Usaha Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta 
2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta - 2,5 Miliar 
3 Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 Miliar - 50 Miliar 
Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 
Tabel diatas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset 
dan omset per tahun, bawah Usaha Mikro adalah usaha yang 
                                                          
29 Saleh & Susilowati, “Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa 
Efek Jakarta”, Jurnal: Bisnis Strategy, Vol.13, 2004, 67-80. 
30 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1. 
 



































memiliki asset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta, 
sedangakan Usaha Kecil memiliki asset lebih dari 50 juta sampai 
dengan 500 juta dan memiliki omset lebih dari 300 juta sampai 
dengan 2,5 miliar serta Usaha Menengah memiliki asset lebih dari 
500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset lebih dari 2,5 
miliarsampai dengan 50 miliar. 
4. UMKM Muslim  
UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha muslim adalah usaha 
yang didirikan oleh perorangan atau kelompok dimana pemilik dari 
usaha tersebut ialah seorang muslim. Kegiatan opersioanal dari usaha 
tersebut tidak melanggar aturan agama islam, seperti halnya dalam 
memilih bahan baku produksi menggunakan bahan yang halal, dalam 
transaksi penjualan tidak ada unsur ketidakjelasan (gharar). Dalam 
usaha tersebutut menggunakan prinsip- prinsip usaha yang sesuai 
dengan ajaran agama Islam yakni :31 
a. Prinsip Tauhid  
Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kita 
kepada Allah.Ibadah dalam artian penghambaan manusia dan 
penyerahan diri kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan 
kesyukuran kepada Allah. Dengan tauhid usaha yang dijalani untuk 
memenuhi kebutuhan hidup hanya semata-mata untuk mencari 
ridha Allah. 
                                                          
31 Muhanlis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Granada Pess, 2007), 7. 
 



































b. Prinsip Keadilan  
Keadilan dalam ekonomi islam yaitu keseimbangan anatara 
kewajiban yang harus dipenuhi manusia dengan kemampuan 
manusia untuk menuanaikan kewajiban tersebut.  
c. Prinsip Tolong Menolong  
Tolong menolong yang dimaksud yakni dapat membantu 
sesama anggota masyarakat. Pada prinsip menghendaki kaum 
muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. 
d. Usaha dan Barang yang Halal 
Islam mengharuskan untuk melakukan usaha dari bekerja yang 
halal. Dimana usaha atau berkerja harus dihalukan dengan cara 
yang halal, untuk memperoleh rizki yang halal dan dipergunakan 
untuk yang halal pula.  
5. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Pajak merupakan iuran wajib negara di luar zakat yang hanya 
dibebankan kepada ahlu dzimmah atau dari orang Islam jika kas 
negara tidak bisa dicukupi oleh zakat yang mana diambil dengan cara 
yang adil dan dalam batas tertentu yang memungkinkan. Lebih jauh 
pajak merupakan beban tambahan yang dikenakan atas harta seletah 
zakat, dalam pelaksanaanya akan dirasa sebagai sebuah beban.32 
Dalam ekonomi Islam pajak dikenakan kepada golongan kaya dan 
makmur yang mempunyai kelebihan atas hartanya. 
                                                          
32 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27. 
 



































H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan tertentu, metode penelitian adalah suatu metode yang 
menguraikan tahapan pemelitian, teknik analisis dan alat yang digunakan 
untuk analisis. Metode penelitian harus disusun secara terstruktur dan 
sistematis karena penelitian merupakan salah satu karya yang harus 
dipertanggung jawabakan kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu cara 
yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan 
dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, 
pengamatan, pengalian dokumen. Dalam penelitian kualitatif bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian yang disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. 
Dimana teknik analisanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 
hitungan lainnya.33 
Proses penelitian kualitatif digali untuk menghasilkan teori yang 
benar-benar bermanfaat karena bersifat ilmiah dan harus dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian kualitatif disebut juga 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan terhadap objek 
secara alamiah.34 Penentuan penelitian dilakukan peneliti dengan 
menggunakan teknik wawancara terstruktur terhadap tujuh pelaku UMKM 
                                                          
33 Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif” (Jurnal – UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2017), 1. 
34 Boedi dan Beni, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah (Bandung :CV Pustaka Setia, 
2014), hal 49 
 



































muslim di Surabaya dikarenakan tujuh informan UMKM Muslim yang 
dipilih oleh peneliti, dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara 
berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya 
menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dari pemaparan 
metodelogi penelitian diatas, didapatkan dari sumber dibawah ini : 
1. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan pada UMKM muslim di Surabaya 
khususnya di Kecamatan Sawahan 
2. Data Yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dikumpulkan guna 
menjawab pernyataan-pernyataan yang terdapat pada rumusan 
masalah.35 Data yang dikumpulkan berkaitan dengan profil dan jenis 
usaha UMKM muslim dan juga data lainnya yang berkaitan dengan 
kepatuhan perpajakan bagi pelaku UMKM.   
3. Sumber Data  
a. Sumber Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan oleh 
peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.36 
Dalam hal ini data didapatkan dari hasil wawancara terstruktur 
kepada UMKM muslim. 
b. Sumber Sekunder  
                                                          
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2. 
36 Wahyu Purhanta, Metode Penelitian Kualitattif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
79. 
 



































Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak secara 
langsung dari obyek penelitian.37 Dalam penelitian ini studi 
dokumen dilakukan untuk mendapatakan data yang lengkap, 
seperti dokumen yang berasal dari buku-buku dan literatur yang 
ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga data 
sekunder yang digunakan adalah data-data dan informasi yang 
diperlukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, data dari 
internet, penelitian terdahulu. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang 
berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan 
sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.38 
Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai 
teknik pengumpul data, bila peneliti atau pengumpul data telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleg. Oleh karena itu, dalam wawancara pengumpul data telah 
                                                          
37 Ibid,. 
38Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Diva 
Press, 2010), 145. 
 



































menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 
tertulis yang alternative jawabannya telah dipersiapkan.39 
 
 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data mengenai hal-hal yang bersifat dan informasi 
dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan 
serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis. Hasil 
dari analisis yang dilakukan oleh peneliti ini akan menjadi dasar 
penarikan kesimpulan dan pemberian saran untuk perbakan 
penelitian selanjutnya.   
c. Studi Kepustakaan    
Pengumpulan data dari kepustakaan dengan mengumpulkan 
teori dari beberapa ahli yang berhubungan dengan tema penelitian. 
5. Teknik Pengelolaan Data  
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengelolaan 
dan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 
antara data dan relevansi dengan penelitian. Seperti kalimat-
                                                          
39 Ryathus Sholehah, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM: Studi Pada PT PLN 
(Persero) Malang” (Thesis -- Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 54. 
 



































kalimat atau pernyataan yang tidak jelas diperjelas 
(disempurnakan), coretan dan singkatan juga harus diperjelas untuk 
menghilangkan keraguan.40 Dalam hal ini peneliti akan meneliti 
kembali data yang diapat dari wawancara dengan pelaku UMKM 
muslim baik dalam bentuk rekaman maupun tulisan.  
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan 
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 
telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 
Peneliti akan menyusun kembali data wawancara dengan pelaku 
UMKM muslim dan data-data yang lain didapatkan untuk 
selanjutnya dianalisis agar memudahkan penulis dalam menganlisis 
data. 
c. Analizing, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari 
penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 
fakta yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah 
penelitian.41 Analisis ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang 
sudah disusun dengan teori yang digunakan akan dianalisis dengan 
menggunakan teori. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis hasil 
wawancara dengan meggunakan teori.  
6. Teknik Analisis Data  
                                                          
40Mohammad Kasiram, Metodelogi Penelitian (Malang, UIN Maliki Press, 2008), 124. 
41 Rully Indrawan dan R. Poppy Yuniawati, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif dan 
Campuran untuk Mananjemen, Pembangunan dan Pendidikan (Bnaudng: PT. Refika Aditama, 
2017), 159. 
 



































Analisis data merupakan suatu proses pengumpulan, permodelan 
transformasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
bermanfaat, memberikan kesimpulan dan saran, serta mendukung 
pembuatan keputusan.42 Teknik analisis data yang akan digunakan 
nantinya yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran yang diteliti 
berdasarakan data yang diperoleh. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan salah satu komponen di 
bagian akhir proposal penelitian, yang biasanya disusun dan diletakkan 
setelah metode pnelitian.43 Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam 
penelitian, maka penulis menyusun pembahasan secara sistemastis yang 
terdiri dari beberapa bab yaitu : 
Bab I, Pendahuluan. Pada bab pertama terdiri dari beberapa sub 
bab yang akan dibahas yaitu latar belakang, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II, Kerangka Teoritis. Pada bab ini akan membahas teori 
tentang pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), dan pajak dalam prespektif ekonomi Islam. 
                                                          
42 Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), 253. 
43Andi Pratowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 280. 
 



































Bab III, berjudul kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM 
muslim,  Pada bab ini akan membahas gambaran umum tentang usaha 
Batik Banyu Urip, Tempe Bang Jarwo, Nita Collection, Shohibah Fashion, 
Griya Amira, Komoditif Kreatif Indonesia dan Retro Garment,  yang 
terletak di daerah Surabaya yang meliputi profil pelaku UMKM muslim, 
dan permasalahan yang diangkat terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak 
pada pelaku UMKM muslim dan juga gambaran umum pandangan 
ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Bab IV, berjudul analisis kepatuhan wajib pajak pada pelaku 
UMKM muslim ditinjau dari perspekktif ekonomi Islam, dimana pada bab 
ini memabhas tentang hasil ananlisis data dan penelitian yang telah 
dipaparkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan menegenai 
“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau 
Dari Prespektif Ekonomi Islam. 
Bab V, merupakan bab penutup. Pada bab ini merupakan bab 
terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang bertujuan 
untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian dan saran dari penulis 
yang ditujukan pada lembaga, pembaca, maupun peneliti selanjutnya. 
 


































KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PAJAK DALAM PERSPEKTIF 
EKONOMI ISLAM, UMKM MUSLIM 
A. Pajak  
1. Pengertian Pajak  
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:  
 
 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.”44 
 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemirto, SH. yaitu: 
  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasrkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”45 
 
Definisi pajak menurut M.J.H Smeets yaitu: 
 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui  
norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”46  
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak 
merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara dan merupakan 
kontribusi wajib kepada begara yang berdifat memaksa berdasarkan 
                                                          
44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
45 S. Resmi, Perpajakan, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat,2017), 1. 
46 Sukrisno Agoes, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 6. 
 


































undang-undang dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung, 
akan tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan 
pembangunan nasional. 
2. Ciri-Ciri Pajak  
Menurut Resmi, ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut:47 
a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaanya. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
d. Pajak diperuntukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus 
dipergunakan untuk membiayai public investment. 
e. Pajak pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.   
3. Fungsi Pajak  
Di Indonesia pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat pengatur 
dan sumber keuangan negara berikut adalah penjelasannya:48 
a. Fungsi Regularend (Pengatur) 
Fungsi regularend memiliki arti bahwasannya segala 
pelaksanaan dan kebijakan pemerintah dibidang sosial maupun 
                                                          
47 S. Resmi, Perpajakan, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat,2017), 2.  
48 Ibid,. 3.  
 


































ekonomi, pajak berperan sebagai alat pengatur untuk mencapai 
tujuan tersebut diluar bidang keuangan. 
b. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Fungsi budgetair ini menunjukkan bahwasannya segala 
kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan serta pengeluaran 
untuk kesejaterahan rakyat dibiayai oleh pajak, yang merupakan 
sumber terbesar penerimaan negara. 
4. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terbagi 
menjadi atas tiga sistem yaitu :49 
a. Official Assessment System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
kewenangan aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan 
sendiri jumlah pajak yang tertuang setiap tahunnya sesuai dengan 
perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat 
ciri-cirinya sebagai berikut :  
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertuang pada 
fiskus. 
2) Wajib pajak bersifat pasif.  
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oajak 
oleh fiskus.  
b. Self Assessment System 
                                                          
49 Ibid,. 8. 
 


































Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang tertuang dalam 
seriap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk : 
1) Menghitung sendiri pajak yang tertuang. 
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang tertuang. 
3) Membayar sendiri pajak yang tertuang. 
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang tertuang. 
5) Mempertanggungjawabakan pajak yang tertuang. 
c. Withholding System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewrnang 
kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 
pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang 
ditunjuk, peran dominan ada pada pihak ketiga. 
5. Pajak Penghasilan (PPh) Final 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 
menyatakan bahwa PPh final tidak dilaporkan sebagai penghasilan 
kena pajak dan beban sehubungan dengan PPh final tidak dikurangkan. 
Final artinya pemotongan pajak hanya dilakukan satu kali dalam satu 
masa pajak. 
 


































Penghasilan juga merupakan objek pajak, menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa :50 
a. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib 
pajak yang bersangkutan, dengan nama bentuk apapun, termasuk : 
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 
jasa diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau 
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali lain yang Objek yang 
menjadi pajak yang menjadi obyek; 
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan 
penghargaan 
3) Laba usaha; 
4) Keuntungan karena usaha atau pengalihan harta, termasuk : 
a) Keuntungan kepada pengalihan harta karena perseoran, 
persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham 
atau penyertaan modal; 
b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 
saham, sekutu, dan anggota yang diperoleh perseroan atau 
badan lainnya; 
                                                          
50 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
 


































c) Keuntungan karena likuidasi penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau 
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;    
d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 
atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 
kegamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil, ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 
e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 
atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 
pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan 
pertambangan;    
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang; 
7) Diveden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk, 
deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi; 
 


































8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak sewa dari 
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  
9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing 
12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
13) Premi asuransi; 
14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 
anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan tersebut; 
15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 
belum dikenakan pajak; 
16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; 
17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
yang mengtur mengenai ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan; dan  
18) Surplus Bank Indonesia; 
Jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan 
pada pasal 4 ayat 2 yaitu terdiri dari :51 
                                                          
51 Ibid,.  
 


































1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 
2. Penghasilan berupa hadiah undian; 
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 
atau pengalihan pernyertaan modal pada perusahaan pasangannya 
yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau 
bangunan usaha jasa kontruksi, uaha real estate, dan persewaan 
tanah dan atau bangunan; dan 
5. Penghasilan tertentu lainnya, diatur dengan atau berdasarkan 
peraturan pemerintah; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
Dalam UU KUP pasal 4 ayat 2 huruf e menjalskan bahwa salah 
satu jenis penghasilam yang dikenakan pajak final ialah penghasilan 
tertentu yang diatur berdasarakan Peraturan Pemerintah. Salah satu 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak final adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan 
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan tersebut disahkan 
oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai belaku pada 1 Juli 2018. 
 


































Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi pelaku 
UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditunjukan kepada wajib 
pajak yang beromset tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun. 
Perubahan yang signifikan dalam peraturan ini adalah adanya 
penurunan tarif pajak yang dari sebelumnya pada sebesar 1% dan 
bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. 
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat diketahui 
secraa garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam PP 
ini dan perubahannya dari peraturan sebelumnya, yaitu antara lain :52 
a. Subjek Pajak  
Subjek pajak yang dikenai pertauran ini adalah  
1) Wajib pajak orang pribadi 
2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 
komanditer, firma, atau perseroan terbatas. 
b. Tarif Pajak  
Tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalag sebesar 
0,5% bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang 
diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran 
bruto tertentu. 
c. Jangka Waktu Pengenaan Tarif  
Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama yaitu : 
1) Untuk wajib pajak orang pribadi maksimal 7 Tahun Pajak. 
                                                          
52 Notika Rahmi, “Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan 
Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas Di Kota 
Depok”, Jurnal: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.2 No.2, Januari 2019, 155.  
 


































2) Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 
komanditer, atau firma maksimal 4 Tahun Pajak; dan  
3) Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas 
maksimal 3 Tahun Pajak. 
Jangka waktu yang dimaksud terhitung sejak : 
a) Tahun Pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang 
terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau  
b) Tahun Pajak brlakunya Peraturan Pemerintah ini bagi wajib 
pajak yang telah terdaftar sebelumnya berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini.     
d. Ketentuan Khusus  
Dalam PP. No.23 Tahun 2018 memberikan ketentuan khusus 
bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu yang dimaksud 
adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria Pajak Penghasilan final 
sesuai dengan PP. No.46 Tahun 2013 tetapi tidak memenuhi 
kriteria dalam Pajak Penghasilan final yang sesuai dengan PP. 
No.23 Tahun 2018, yaitu : 
1) Untuk penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dalam 
negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4,8 
Miliar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum 
Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan 
dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. 
 


































2) Untuk penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak dalam negeri yang meiliki peredaran bruto tertentu 
dibawah Rp 4,8 Miliar sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku 
sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak 
Penghasilan dengan tarif sebesar 0.5% dari peredaran bruto 
setiap bulan; dan  
3) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu 
yaitu dibawah Rp 4,8 Miliar mulai Tahun Pajak 2019, dikenai 
pajak Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang 
Pajak Penghasilan. 
e. Penyetoran  
a) Setor mandiri atau setor sendiri. 
b) Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dengan 
memgajukan Surat Keterangan ke KPP. 
f. Penentuan Pengenaan Pajak  
Pengenaan untuk wajib pajak orang pribadi yang status pisah 
harta memilih terpisah 2 (NPWP) harus berdasarkan penggabungan 







































B. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam   
1. Pengertian Pajak  
Dalam istilah Bahasa Arab terdapat beberapa kata yang 
dipersepsikan sama dengan pajak, diantara kata tersbut ialah al-‘usyr, 
al-maks, dan al;kharaj. Semua kata tersebut merupakan instrument 
atau pungutan yang diambil sebagai bagian dari pendapatan negara.53  
Selain beberapa kata diatas terdapat pula istilah adh-dharibah 
yang berasa dari kata dharaba, yadhribu, dharaban yang artinya 
mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 
membebankan. Singkatnya adh-dharbu lebih dipahami sebagai beban. 
Pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan 
(tathawwu’) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalan 
penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.54 
Pengertian pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban 
yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 
negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari 
negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, 
politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.55  
                                                          
53 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 33. 
54 Fahadil Amin, “Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan 
Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)” Jurnal: ‘Adliya, Vol. 11 No.2, Juni 
2017, 168-169.  . 
55 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27. 
 


































2. Landasan Hukum  
Adapun landasan hukum pajak dalam ialah sebagai berikut : 
a. Al-Qur’an Surat 
بَى   قُرأ ُسوِل َولِِذي ٱلأ قَُرى  فَلِلَِّه َولِلرَّ ِل ٱلأ ُ َعلَى  َرُسولِهِۦ ِمنأ أَهأ آَٰ أَفَآََٰء ٱَّللَّ مَّ
نِيَآَِٰء ِمنُكمأِۚ َوَمآَٰ  َغأ َن ٱۡلأ ِن ٱلسَّبِيِل َكيأ ََل يَُكوَن ُدولَةََۢ بَيأ ِكيِن َوٱبأ َمَس  َمى  َوٱلأ يَتَ  َوٱلأ
ُسوُل فَُخُذوهُ وَ  ُكُم ٱلرَّ َ َشِديُد َءاتَى  َۖۡ إِنَّ ٱَّللَّ  َوٱتَّقُوْا ٱَّللَّ
ِۚ
هُ فَٱنتَهُوْا ُكمأ َعنأ َما نَهَى 
ِعقَاِب       ٧ٱلأ
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka 
adalah untuk Allah, dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar diantara oaring-orang kaya saja diantara kamu. Apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan aoa 
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras 
hukumannya.”56 
(QS. Al-Hashr: 7) 
 
 ُ َم ٱَّللَّ ُموَن َما َحرَّ َِٰٓخِر َوََل يَُحرِّ ِم ٱۡلأ يَوأ ِ َوََل بِٱلأ ِمنُوَن بِٱَّللَّ تِلُوْا ٱلَِّذيَن ََل يُؤأ قَ 
طُواْ  َب َحتَّى  يُعأ ِكتَ  َحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱلأ َوَرُسولُهُۥ َوََل يَِدينُوَن ِديَن ٱلأ
يَةَ َعن  ِجزأ ِغُروَن  ٱلأ  ٩٥يَٖد َوهُمأ َص 
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan 
apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 
mereka tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah) yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab, hingga 
mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk.”57 
(QS. At-Taubah: 29) 
 
b. Hadis 
لبخا ر ان النىب صل ا هلل عليه و سلم ا خذ اجلزية من جمو س هجر. )رواه ا
 ي و ا بو دا ود والرت مذي(
                                                          
56 Al-Qur’an, [59]: 7. 
57 Al-Quran, [9]: 29.  
 


































Nabi SAW mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Negeri 
Hajar (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi)58 
 ِإنَّ يف ا ْلَماِل َلًََقا ِسَوئ الزَكَّاةِ 
Sesungguhnya pada harta ada kewajiban hak atau hak (untuk 
dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi)59 
3. Jenis Pajak Dalam Islam    
Adapun jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yaitu 
fa’i, kharaj, usyur, dan jizyah. 
a. Fa’i 
Fa’i  adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa 
melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau 
kendaraan yang lain. Harta fa’i merupakan sumber dana umum 
yang diperuntukan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak 
lain yang bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan 
kaum muslimin.60 
b. Kharaj  
Kharaj menurut bahasa berarti al-kara’ (sewa). Setiap 
tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah 
perang diumumkan kepada mereka, maka dianggap sebagai 
tanah kharajiyah. Kharaj  adalah hak yang diberikan atas lahan 
tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan 
cara perang maupun damai. Apabila perdamaian menyepakati 
                                                          
58 Mazduki, Fiqh Zakat (Banten: IAIN SMH Press, 2014), 123.  
59 Ibid., 124. 
60 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta Timur: Zikrul 
Hakim, 2007), 108-109.  
 


































bahwa tanah milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan 
membayar kharaj, maka mereka harus menunaikannya.61 
c. Usyur 
Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang 
yang masuk ke negara Islam. Usyur merupakan tindakan 
balasan atas tindakan negara mereka (non muslim), dimana 
ketika seorang muslim datang untuk berdagang maka 
dikenakan biaya tambahan. Usyur pertama kali diterapkan pada 
masa Umar bin Al-Khatab yang berlandaskan demi penegakan 
keadilan, usyur telah diambil dari pedagang kaum muslimin 
ketika mereka datang ke daerah lawan, maka dari itu untuk 
penerapan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al-
Khatab menerapkan usyur ketika pedagang non muslim masuk 
ke negara Islam.62 
d. Jizyah 
Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada 
orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum 
muslimin, akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam. 
Besarnya jizyah tidak terbatas, akan tetapi harus ditetapkan 
oleh Imam yang harus mempertimbangkan kemampuan-
kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat 
                                                          
61 Taqyuddin An Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar 
Press, 2009), 264.  
62 Qutub Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab, terj. Ahmad Syarifuddin 
Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 100.  
 


































meraka, sebagaimana harus mempertimbangkan kemaslahatan 
umat.63 
Dalam Islam adanya suatu kebijakan pemerintah ialah untuk 
mencapai tujuan utamanya maslahah. Menurut bahasa maslahah 
berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti mendatangkan kebaikan 
atau kemanfaatan dan menolak kerusakan.64 Kemaslahatan dapat 
terwujud dengan adanya penjagaan dari nilai maqashid syariah.  
Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni 
maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak maqshid yang 
berarti kesengajaan atau tujuan, syariah berarti jalan menuju sumber 
air atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok 
kehidupan.65  
Secara termonologi ada beberapa pengertian maqashid syariah 
yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain : 
Menurut al-Imam Al-Syathibi maqashid syariah merupakan 
tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. 
Penekannan makna maqashid syariah yang dilakukan oleh al-Imam 
Al-Syathibi secara umum merujuk dari kandungan ayat-ayat A-Qur’an 
yang menjelaskan hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahtan.66 
                                                          
63 Said Hawwa, Al-Islam, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 595.  
64 Munawar Khoil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 
43. 
65 Asrafi Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 
2004), 78. 
66 Ibid., 64-66. 
 


































Sedangkan menurut Imam al-Ghazali maqashid syariah yaitu 
penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah (dien, nafs, ‘aql dan 
maal) sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-
faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kerusakan.67  
Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjahui kerusakan di 
dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapakan ada 
lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Adapun lima usnur pokok 
tersebut terdapat pada maqashid syariah atau yang dikenal dengan al-
kulliyat al-khamsah antara lain : 
1. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (Hifdzu Din) 
Untuk menegakkan hukum agama. Islam mewajibkan iman, 
terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum 
yang berkaitan dengan hukum Islam yang lima. Islam sangat 
menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama ialah 
kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah 
sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256: 
 ِ ِمنَۢ بِٱَّللَّ ُغوِت َويُؤأ
فُرأ بِٱلطَّ  َغيِِّۚ فََمن يَكأ ُد ِمَن ٱلأ شأ يِنۖۡ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ َراهَ فِي ٱلدِّ ََلَٰٓ إِكأ
ُ َسِميٌع َعلِي قَى  ََل ٱنفَِصاَم لَهَۗا َوٱَّللَّ ُوثأ َوِة ٱلأ ُعرأ َسَك بِٱلأ تَمأ  ٩٩٥ٌم  فَقَِد ٱسأ
Artinya :“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar 
dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan 
beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) 
pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha 
mendengar, Maha Mengetahui.”68  
 
                                                          
67 Ibid., 61. 
68 Al-Qur’an, [2]:256. 
 


































Surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa mnusia 
membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan 
pertama karena keseluruhan ajaran mengarah manusia untuk 
berbuat sesuai dengan kehendak-Nya.  
2. Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdzu Nafs) 
Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh 
aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal mengatur hak-hak 
asasi manusia secara keseluruhan dan mandalam. Islam 
mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk 
melindungi hak-hak tersebut. Hak yang pertama dan paling utama 
diperhatikan dalam Islam hak manusia untuk hidup, hak yang 
disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Sebagaimana 
Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 :  
َرةا َعن  َٰٓ أَن تَُكوَن تَِج  ِطِل إَِلَّ بَ  نَُكم بِٱلأ لَُكم بَيأ َو  ْا أَمأ ُكلُوَٰٓ
َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تَأأ يَ 
َ َكاَن بُِكمأ َرِحيٗما   ْا أَنفَُسُكمأِۚ إِنَّ ٱَّللَّ تُلُوَٰٓ نُكمأِۚ َوََل تَقأ  ٩٥تََراٖض مِّ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”69 
 
Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, 
kifarat bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan 
dan menyiksa tubuh. Semuanya adalah untuk menghindarkan 
kemudharatan yang mengancam jiwa.   
3. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Akal (Hifdzu Aql) 
                                                          
69 Al-Qur’an, [4]:29. 
 


































Akal merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar, cahaya 
mata hati dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat, dengan 
akal,  surat perintah dari Allah disampaikan, dan dengan akal 
manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dengan 
manusia sempurna dari makhluk lainnya. Allah berfirman dalam 
surat Al-Israa’ ayat 70. 
هُ  نَ  لأ ِت َوفَضَّ َن ٱلطَّيِّبَ  هُم مِّ نَ  ِر َوَرَزقأ بَحأ بَرِّ َوٱلأ هُمأ فِي ٱلأ نَ  نَا بَنِيَٰٓ َءاَدَم َوَحَملأ مأ مأ َولَقَدأ َكرَّ
نأ  مَّ ِضيًٗل   َعلَى  َكثِيٖر مِّ نَا تَفأ  ٧٧َخلَقأ
Artinya :“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan.”70 
 
4. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (Hifdzu Mal) 
Untuk memlihara harta, Islam mengharamkan mencuri, 
menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik 
sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta Islam 
mensyaratkan untuk usaha-usaha dengan cara yang halal. Karena 
harta merupakan salah satu kebutuhan inti kehidupan seseoramg, 
dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta. Allah berfirman 
dalam surat Al-Kahfi ayat 46. 
بَنُوَن ِزينَ  َماُل َوٱلأ ٌر ٱلأ ٌر ِعنَد َربَِّك ثََواٗبا َوَخيأ ُت َخيأ لَِح  ُت ٱلصَّ  قِيَ  بَ  يَاۖۡ َوٱلأ نأ ِة ٱلدُّ َحيَو  ةُ ٱلأ
 ٦٥أََمًٗل  
Artinya :“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik 
                                                          
70 Al-Qur’an, [17]:70. 
 


































pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan.”71     
   
5. Penjagaan dan Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdzu Nasab) 
Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia 
yang fana ini. Itulah perumpamaan mengenai harta benda dan 
anak-anak dalam menjalani kehidupan didunia ini. Sebagaimana 
dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Anfaal ayat 28 : 
ٌر َعِظيٞم   َ ِعنَدهُٰٓۥَ أَجأ نَٞة َوأَنَّ ٱَّللَّ ُدُكمأ فِتأ
لَ  لُُكمأ َوأَوأ َو  ْا أَنََّمآَٰ أَمأ لَُموَٰٓ  ٩١َوٱعأ
Artinya :“Dan ketahuilah hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 
sebagai cobaan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang 
besar.”72     
 
Islam sangat menjamin perhatian kehormatan manusia 
dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat 
digunakan untuk memberikan spesialisasi kepda hak asasi manusia. 
Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa saknsi yang 
berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan 
seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang 
lain dan masalah qadzaf.   
C. Kepatuhan Wajib Pajak 
1. Kepatuhan Dalam Perspektif Ekonomi Islam   
Terdapat dua unsur penting dalam pembentukan negara yakni 
pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan merupakan 
unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam hal 
                                                          
71 Al-Qur’an, [18]:46. 
72 Al-Qur’an, [8]:28. 
 


































“kepemimpinan”, Imam Hasan Basri mengatakan “yang menjadi 
perwakilam kita ada lima perkara yaitu: juma’at, jamaah, hari raya, 
peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah agama tidak akan tegak 
tanpa mereka walaupun  mereka bertindak zalim. Demi Allah, Allah 
akan memberikan kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada 
kehancuran yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah 
sumber kebhagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber 
kufur nikmat.”73 
Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat 
dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-urusan mereka 
dan mengatur kepentingan-kepentingan serta memutuskam segala 
perkara yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari segi 
keutamaannya dan prioritasnya, rakyat merupakan unsur pertama 
dimana para penguasa atau negara bisa berdiri tegak.  
Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik raja, kepala 
negara imam maupun khalifah tanpa adanya rakyat atau jama’ah atau 
umat. Ketaatan atau kepatuhan manusia (rakyat) kepada penguasa 
dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa 
kepada negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan 
terdahulu.  
Sebagai balasan atas ke-iltizam-annya kepada syariah pengikat 
dirinya kepada syura dan pertanggungjawabannya kepada anak-anak 
                                                          
73 Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, Etika Pengkritk Penguasa (Surabaya: Pustaka 
Assunnah, 2002), 1.  
 


































rakyat, maka rakyat wajib menaati pemerintah agar pemerintah dapat 
mewujudkan hak, menjamin keamanan, menegakkan keadilan, serta 
membela umat, tanah air dan agama mereka serta ketaatan kepada 
perintah-perintah dalam batas-batas syariah untuk kepentingan 
umum.74 Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan 
dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam 
menaati ummara dan melarang menetang mereka. Mengenai hal ini 
sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59: 
ُسوَل َوأُْولِي  َ َوأَِطيُعوْا ٱلرَّ ْا أَِطيُعوْا ٱَّللَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ تُمأ يَ  َزعأ ۖۡ فَإِن تَنَ  ِر ِمنُكمأ َمأ ٱۡلأ
ٞر  لَِك َخيأ َِٰٓخِرِۚ َذ  ِم ٱۡلأ يَوأ ِ َوٱلأ ِمنُوَن بِٱَّللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمأ تُؤأ ِ َوٱلرَّ وهُ إِلَى ٱَّللَّ ٖء فَُردُّ فِي َشيأ
ِويًلا   َسُن تَأأ  ٩٥َوأَحأ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian . 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”75  
 
Sebagaimana yang diketahui bahwa ketetapan yang dijadikan 
para fuqaha adaah bentuk inperatif (amr) memberi konsekuensi 
hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh 
keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunnah. Dalam ayat 
ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta 
khalifah, para amir, komanan pasukan, gubernur dan menteri serta 
                                                          
74 Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintah Dalam Perspektif Islam (Solo: Pustaka Mantiq, 
1995), 58.  
75 Al-Qur’an, [4]:59. 
 


































orang yang mengemban tanggung jawab mengurusi urusan umat 
Islam.  
Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa 
kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa atau 
pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu pula rakyat wajib taat dan 
tunduk kepada penguasa atau pemerintah.76 Adapun jika tidak taat 
kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang besar dan 
hilangnya keamanan, menzalimi masyarakat, terbunuhnya orang-
orang tidak bersalah, dan lain sebagainya maka hal ini tidak boleh 
dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, mendengar dan 
taat dalam kebaikan serta menasihati para pemimpin dan mendoakan 
mereka dengan kebaikan.77  
Apabila pemimpin terlihat kemungkaran tetapi pemimpin 
tersebut tetap menjalankan shalat lima waktu maka wajib bagi rakyat 
untuk menaatinya. Seperti hadis dari ‘Auf Ibn Malik berkata aku 
pernah mendengar Rasulullah bersabda : 
 ى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم، َوَعن عوِف بن مالٍك َرِضَي اهللُ َعْنُه، قَاَل: مِسْعُت رسوِل اهلل َصل  
ِتُكُم الَِّذيَن ُتُِبُّونَ ُهْم َوُيُِبُّو َنُكْم، وَ  يقول : ))ِخَيارُ  ْيُكْم. ُتَصلَّوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَن علَ أَِئمَّ
وَنُكْم(((، قال: قُ ْلَنا : يا رُسول َوِشرَاُر أَئِمَِّتُكم الَِّذْيَن تُ ْبِغُضوَنُكْم، َوتَلَعُنونَ ُهْم َويَ ْلَعنُ 
،اللَّهِ   
أَقَاُموا   نُنا ِبُذُهْم   قال: ))،ا، ماَ وُُيبُّونُكم، وُتَصلُّوَن ، ويُ ْبِغُضوَنُكْم ، أََفَل الَّذيَن ُتُِبُّو 
)ر و اه املسلم(يُكُم الَصلة أَقَاُموا فِ  ، ماَ ،اَ  .ِفيُكُم الصَّلةَ   
                                                          
76 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, cet 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 155. 
77 Abdul Aziz bin Bazz, Fatwa-Fatwa Terlengkap (Jakarta Darul Haq, 2006), 169. 
 


































Artinya: “Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah orang-orang yang 
kalian mencintai ia dan ia pun mencintai kalian, yang kalian doakan 
dan mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian ialah 
orang yang kalian benci dan ia pun membenci kalian yang kalian 
kutuk dan mengkutuk kalian. “ ‘Auf berkata:”Kami pun bertanya:” 
“Wahai Rasulullah apakah kami boleh melawan mereka ?’ Beliau 
menjawab: ’Tidak, selama mereka masih mengerjakan sholat di 
tengah-tengah kalian.” (HR. Muslim)78       
Dalam banyak hadits Rasul menempatkan, kepatuhan kepada 
pemimpin pada posisi kepatuhan kepada diri Rasul dan kepatuhan 
terhadap Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi 
Salamah bin Abdirrahman, bahwa dia mendengar Abu Hurairah 
berkata, Bahwa Rasulullah bersabda: 
َر َمْن َأطَاَعِِن فَ َقْد أَطَاَع اهلل َوَمْن َعَصِِن فَ َقْد َعَص ى اهلل َوَمنْ  ِ ْاََأِمي ْ ِِ  فَ َقَد َأطَاَعِِن  ُي
َر فَ َقْد َعَصاىِن )رواه البخا ر ي وا مسلم(  َوَمْن يَ ْعِص ْاََأِمي ْ
Artinya: “Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. 
Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah 
berbuat maksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang telah menaati 
pemimpinku, dia telah menaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak 
taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)79 
 
Taat kepada penguasa muslim atau pemerintahan muslim yang 
menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya, sekalipun 
zalim dan merampas hak-hak rakyat. Selama tidak memerintah untuk 
melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran yang nyata, 
hukumnya tetap fardu atau wajib bagi seluruh kaum muslim.  
                                                          
78 Khalid Ibrahim Jidan, Teori Politik Islam Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah 
Gusti, 1995), 86.  
79 Taqiyudin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam terj.Redaksi A-lAzhar Press. 355-356. 
 


































Meskipun dalam Islam mengatur ketaatan kepada ulil amri 
tetapi ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab ketaatan yang 
bersifat mutlak dapat menyebabkan pemimpin yang otoriter dan 
diktator. Adapun ketaatan kepada ulil amri dibatasi dengan 
persyaratan-persyaratan tertentu yaitu: 
1. Pemimpin yang tidak menerapkan syraiah Islam yang melanggar 
ketentuan Al-quran dan Sunnah maka pemimpin tersebut tidak 
wajib untuk ditaati yang sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59. 
2. Ketaatan juga dibatasi dengan kebenaran, apabila pemimpin yang 
berbuat zalim dan berbuat semena-mena untuk menindas maka 
pemimpin tersebut tidak wajib untuk ditaati. Seperti dalam hadis 
dikatakan bahwa : 
َّاَعُة يف اْلَمْعُرْوفِ  ) رواه البخاري( َا ال   ،َاطاََعَة يف َمْعِصَيِة اهلِل ِإَّنَّ
Artinya : “tidak ada keharusan untuk menaati perbuatan dosa, 
ingatlah ketaatan hanya untuk perilaku yang benar  
(HR. Bukhari).”80 
3. Tidak menyuruh manusia melakukan perbuatan maksiat, pada 
prinsipnya pemimpin muslim berkewajiban melaksanakan amar 
ma’ruf nahi munkar yang menyebarakan perbuatan yang terpuji 
dan memerangi perbuatan tercela. Jika demikian maka wajib dan 
harus untuk ditaati, tetapi jika pemimpin mengajak pada perbuatan 
maksiat zina, riba, minuman keras maka tidak benar untuk ditaati.   
2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
a. Kepatuhan  
                                                          
80 Ibid., 86. 
 


































Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan dimana 
keadaan seseorang tunduk atau patuh dan tidak menyimpang dari suatu 
aturan. Sedangkan kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang 
tunduk pada ajaran atau aturan.81 Menurut Saleh dan Susilowati, 
berpendapat bahwa teori kepatuhan secara signifikan diteliti melalui 
kajian ilmu sosial khususnya pada bidang sosial dan psikologis, 
dimana kedua dari ilmu tersebut lebih menekankan proses sosialisasi 
dalam mempengaruhi sikap ataupun perilaku kepatuhan individu.82  
b. Wajib Pajak  
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk bisa 
menjadi wajib pajak terdaftar, seseorang harus memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). NPWP dapat didaptkan dengan cara 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang 
wilayahnya meliputi tempat tinggal wajib pajak tersebut.  
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (6) “ Nomor 
Pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 
sebagai saran dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai 
                                                          
81 Pratono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2007), 90.  
82 Saleh & Susilowati, “Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa 
Efek Jakarta”, Jurnal: Bisnis Strategy, Vol.13, 2004, 67-80.    
 


































tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya.”83 
Adapun fungsi NPWP menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam 
pengawasan administrasi perpajakan. 
Hal yang beruhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan 
mencantumkan NPWP yang dimilikinya oleh setiap wajib pajak.  
Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu adalah kondisi ketika 
wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan memperoleh hak 
perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalan ketentuan 
perpajakan yang berlaku.84 Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan 
dimana wajib pajak dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara 
sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan 
tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang 
melaksanakan perpajaknnya.85 
Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi pendorong 
kepatuhan wajib pajak :  
a. Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak suatu kondisi wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan 
                                                          
83 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP Pasal 1 Ayat (6). 
84 K. S. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2010), 138. 
85 T.A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop 
Di Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, 2013, 1008. 
 


































pepajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan 
fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar 
pajak.86 
Ada beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak 
yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya yaitu : 
1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini 
wajib pajak terdorong untuk membayar pajak karena merasa 
tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan. 
2. Kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dan 
pengurangan beban pajak akan berdampak merugikan negara. 
Wajib pajak yang mau membayar pajak karena memahami 
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 
pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang 
akan mengakibatkan terhambatanya pembangunan negara. 
3. Kesadaran bahwa peraturan perpajakan sudah ditetapkan dalam 
Undang-Undang dan pelaksanaanya dapat dipaksakan. Wajib 
pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 
memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban 
mutlak bagi setiap warga negara. 
                                                          
86 Danarsi, “Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 
Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 
Vol.18 No.1, 2017, 44-55. 
 


































Untuk mencapai target pajak, maka perlu ditumbuhkan 
terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu untuk 
mewujudkan sadar dan peduli pajak maka pemerintah harus 
mengajak masyarakat untuk mengetahui dan menaati ketetntuan 
peraturan yang berlaku.87  
b. Pemahaman Wajib Pajak  
Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara 
mempelajari baik-baik supaya paham.88 Pemahaman perpajakan 
adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang 
perpajakannya dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk 
membayar pajak.89 Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan 
yang berlaku.  
Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi perilaku 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kurangnya 
pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pertauran undang-
undang perpajakan yang berlaku menyebabkan wajib pajak kurang 
memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan cenderung menjadi 
wajib pajak yang tidak patuh. 
                                                          
87 E. S. Suhendra, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan 
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol.15 No.1, 2011, 63. 
88 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Media Pustaka 
Phonix, 2014), 74. 
89 Nirawan Aidiasa, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dengan  Moderating Preferensi Risiko”, Accounting Analysis Journal, Vol.2 No.3, 2013, 346.  
 


































c. Sosialisasi Perpajakan 
Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang 
dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk 
memberikan informasi, pengetahuan terkait segala peraturan dan 
kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan, agar dapat 
dilakukan oleh masyarakat khususnya wajib pajak baik 
individu/perorangan dan badan usaha.90 Sosialisasi yang dilakukan 
secara intensif akan meningkatakan pemahaman wajib pajak 
tentang kewajiban membayar pajak, dan adanya sosialisasi 
perpajakan akan meningkatan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar serta mematuhi peraturan perpajakan.91 
c. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam kepatuhan yaitu 
kepatuhan formal dan kepatuhan material :92   
1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang Perpajakan. 
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
secara substanvive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan 
                                                          
90 R. M. Faizin, “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro)”, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.9 No.1, 
2016, 1-9. 
91 H. Kurniawan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Presepsi Wajib Pajak Tentang 
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei 
Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi)”, Jurnal Perpajakan, Vol.3 No.1, 
2014, 1-8. 
92 S.K. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 138.    
 


































material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang 
Perpajakan.  
Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut 
Undang-Undang KUP :93 
1. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri  
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib 
pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
wajib pajak dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap 
pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang 
PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
 
 
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap 
wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 
bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat 
wajib pajak terdaftar. 
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
                                                          
93 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 6 (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 119.  
 


































Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara 
melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat 
pembayaran lainnya yang ditetapkan Mneteri Keuangan. 
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan  
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia 
diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat 1). Sedangkan 
pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang 
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang 
pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.  
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan 
dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak 
memperlihatkan atau meminkamkan buku atau catatan dan 
dokumen lain yang berhubungan denga penghasilan yang 
diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan, serta memberikan keterengan yang diperlukan oleh 
pemeriksaan pajak. 
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 
Wajib pajak yang betindak sebagai pemberi kerja atau 
penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak tas pembayaran 
 


































yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai 
dengan prinsip withholding system.   
Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut Undang-
Undang KUP disebutkan bahwa:94 
“ Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak 
menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”   
D. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 
1. Definisi UMKM 
Ketenteuan mengenai UMKM tercantum pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Selanjutnya dalam pasal 1 dijelaskan mengenai definisi usaha mikri, 
kecil, dan menengah sebagai berikut :95 
1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan 
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini.  
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perushaan atau bukan cabang perusahaa 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
                                                          
94 Ibid, 120. 
95 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1. 
 


































memenuhi kriteria usaha kecil, yang telah diatur dalam Undang-
Undang ini. 
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif  yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
2. Kriteria UMKM  
Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 6 yaitu 
sebagai berikut :96 
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
300.000.000. 
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai 
dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha; atau  
                                                          
96 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6. 
 


































b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 
sampai dengan paling bnayak Rp 2.500.000.000. 
3. Kriteria Usaha Menengah adalag sebagai berikut : 
1. Meiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai 
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah 
dan bnagunan tempat usaha; atau  
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 
sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000. 
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai 
nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 
perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.  
3. UMKM Muslim  
Usaha adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan untuk 
mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk 
mewujudkan mencapaian yang maksimal sebagai bukti pengabdian 
dirinya kepada Allah SWT.97  
UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha muslim adalah usaha 
yang yang didirikan oleh perorangan atau kelompok dimana pemilik 
dari usaha tersebut ialah seorang muslim. Kegiatan operasional dari 
                                                          
97 Betren. K, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kasisius, 2000), 1.  
 


































usaha tersebut tidak melanggar aturan agama dan juga menggunakan 
prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu :98 
1. Prinsip Tauhid  
Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kita 
kepada Allah. Ibadah dalam artian penghambaan manusia dan 
penyerahan diri kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan 
kesyukuran kepada Allah. Dengan tauhid usaha yang dijalani untuk 
memenuhi kebutuhan hidup hanya semata-mata untuk mencari 
ridha Allah.  
2. Prinsip Keadilan 
Kata keadilan dalam ekonomi Islam yaitu berarti 
keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia 
dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajban tersebut. 
Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam 
segala hal, terutama dalam konteks bisnis. 
3. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)  
Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad 
merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga 
dalam perilaku bisnis yang dapat diteladani serta 
diimplementasikan oleh setiap manusia khususnya para pelaku 
usaha. Sehingga tidak heran jika beliau mempunyai 4 sifat yang 
                                                          
98 Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Media 
Ekonomi & Teknologi Informasi, Vol.21 No.1, 2013, 53-56.   
 


































sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari 
termasuk dalam aktivitas bisnis atau usaha yaitu : 
a. Shiddiq (benar, jujur, valid), sifat shiddiq ini akan muncul 
konsep efektivitas dan efesiensi, efektivitas yang dimaksud 
untuk mencapai tujuan yang tepat. 
b. Amanah (dapat dipercaya, kredibilitas), sifat ini membentuk 
pribadi yang kredibel dan meiliki sikap penuh tanggung jawab. 
Tanpa adanya kredibilitas dan tanggung jawab dalam 
berperilaku maka kehidupan bisnis menjadi tidak stabil.  
c. Fathanah (kecerdasan, kebijaksaan), implementasi sifat ini 
dalam aktivitas bisnis atau usaha yaitu segala aktivitas harus 
dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua 
potensi akal (al-‘aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan. 
d. Tabligh (komunikatif), sifat tabligh dalam bisnis atau usaha 
menurunkan primsip-prinsip ilmu komunikasi (personal dan 
interpersonal) seperti penjualan pemasaran, periklanan, dsb 
yang dilakukan dengan benar dan proposional.       
4. Prinsip Khilafah  
Prinsip khilafah merupakan representasi bahwa manusia 
adalah pemimpin (khalifah) di dunia, dengan dianugerahi 
seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT dan 
disediakan kelengkapan sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Fungsi utamanya 
 


































adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) anatar 
pelaku bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan 
dalam aktivitas mereka.  
5. Prinsip Ma’ad (hasil) 
Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya menusia 
diciptakan di dunia untuk berjuang dan bekerja. Konsep ma’ad 
menurut Imam Al-Gazhali implementasinya dalam kehidupan 
bisnis misalnya, mendapatkan keuntungan/profit/laba sebagai 
motivasi para pelaku bisnis atau usaha. Laba tersebut bisa 
didapatkan di dunia dan bisa kelak didapatkan di akhirat. Oleh 
karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.  
6. Usaha dan Barang yang Halal 
Islam mengharuskan untuk melakukan usaha dari bekerja 
yang halal dimana usaha tau bekerja harus dilakukan dengan cara 
yang halal untuk memperoleh rizki yang halal dan dipergunakan 





























































Sumber : Data diolah 
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DATA PENELITIAN   
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian  
Surabaya merupakan Kota metropolitan terbesar kedua setelah 
Jakarta, juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya 
mendapatkan pendapatan perkapita cukup tinggi dibandingan kota-kota 
besar lainnya yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota 
Surabaya memfokuskan pada berkembangnya UMKM karena usaha 
tersebut paling dominan diminati oleh masyarakat Kota Surabaya. 
Pada penelitian ini dipilih 7 (tujuh) informan pemilik UMKM Muslim, 
dikarenakan dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara 
berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya 
menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.  UMKM Muslim 
tersebut antara lain empat orang dari pemilik usaha yang bergerak 
dibidang fashion yaitu BATIK JUMPUT BANYU URIP, NITA 
COLLECTION, SHOHIBAH FASHION, GRIYA AMIRA, dua orang 
pemilik usaha yang bergerak dibidang makanan yaitu TEMPE BANG 
JARWO dan MOKRA, kemudian satu orang pemilik usaha yang bergerak 
dibidang konveksi yaitu RETRO GARMENT. Pemilihan informan 
tersebut berdasarkan sektor usaha yang paling banyak dijalankan oleh 
masyarakat Surabaya, adapaun profil UMKM tersebut ialah sebagai 
berikut : 
1. BATIK JUMPUT BANYU URIP  
 


































Sunarsih seorang warga Surabaya yang dulunya pernah bekerja di 
WVI (Wahana Visi Indonesia) merupakan salah satu yayasan yang 
bergerak dibidang sosial. Beliau sudah sepuluh tahun bekerja sebagai 
pekerja sosial, diakhir masa kerjanya beliau ditawari untuk mengikuti 
pelatihan keterampilan usaha yang nantinya dapat menghasilkan 
pendapatan. Pada saat itu ada berbagai macam pilihan pelatihan 
keterampilan mulai dari batik tulis, batik jumputan, anyaman, 
accsesoris. Ketertarikan beliau pada pelatihan keterampilan batik 
jumputan, setelah mengikuti pelatihan tersebut beliau mendirikan 
usaha bersama kelompok pelatihan. Akan tetapi usaha yang didirikan 
secara kelompok dirasa kurang maksimal karena ketika ada pameran 
jumlah barang yang harus dipamerkan terbatas. Maka dari itu pada 
tahun 2010 Bu Sunarsih mendirikan usaha sendiri tanpa, teman 
kelompok pelatihan. Seiring dengan perkembangan waktu Bu Sunarsih 
telah mengkaryakan 3 (tiga) orang untuk membantu usahanya. 
Kemudian untuk kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Bu 
Sunarsih mengembangkan usaha yang beralamat di Jalan Simo 
Kwagen Gang Buntu Kidul No. 22 Surabaya ini hingga rata-rata omset 
usaha Batik Jumput Banyu Urip ini sebesar ± 10 juta per bulan. 
2. NITA COLLECTION  
Yeti Yuanita seorang warga Surabaya, yang menggeluti usaha  
jahit sejak 25 tahun yang lalu, kecintaan Bu Yeti pada menjahit sejak 
beliau duduk di bangku sekolah menengah, setelah hampir 25 tahun 
 


































lebih menggeluti jahit, bu Yeti pada tahun 2016 mengikuti pelatihan 
keterampilan khusus batik yang diadakan oleh Pemerintah Dinas 
Industri dan Perdagangan Kota Surabaya, setelah mengikuti pelatihan 
tersebut kurang lebih satu bulan lamanya, Bu Yeti akhirnya merambah 
pada dunia batik khususnya Batik Celup dan usahanya di beri nama 
Nita Collection. Produk yang dihasilkan yaitu kain batik dengan motif 
celup yang didesain sendiri oleh Bu Yeti dan diproduksi di rumahnya 
yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang  No. 25 Surabaya, hingga saat 
ini usahanya dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk proses 
produksinya dan omset yang diterima per bulannya yaitu ± 19 juta. 
3. SHOHIBAH FASHION  
Habibah seorang ibu rumah tangga biasa dulunya yang sekarang 
menjadi seorang wirausaha, dengan usahanya yang diberi nama 
Shohibah Fashion. Bu Habibah mengawali usahanya bermodalkan 
mengikuti pelatihan keterampilan yang antar kelurahan yang diadakan 
oleh Bappenas Kota Surabaya. Selain mengikuti pelatihan yang 
diadakan oleh Bappenas Bu Habibah juga sering mengikuti pelatihan-
pelatihan yang diadakan secara gratis untuk menambah keahlihan 
dalam dunia fashion. Setelah kurang lebih enam bulan mengikuti 
berbagai macam pelatihan yang berhubungan dengan dunia fashion, 
tahun 2015 Bu Habibah mulai membuka usaha  fashionnya dengan 
berbagai macam produk mulai dari batik ikat celup, batik ecoprint, 
baju atasan, hem cowok, blouse, tas, shibori dll. Bu Habibah dibantu 
 


































oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu produksi usahanya dan 
dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jalan Simo Kwagen  No. 53. 
Untuk pemasaran produk fashion melalui media online seperti 
facebook, instagram selain itu juga Bu Habibah sering mengikuti 
pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. 
Omset yang diterima dari usahanya adalah ± 15 juta per bulan.  
4. GRIYA ALMIRA 
Fatimah seorang warga Surabaya yang mengawali usaha di 
bidang fashion karena kecintaannya pada jahit menjahit, usahanya 
dimulai sejak tahun 2007. Pada awal tahun 2014 Bu Amira mengikuti 
pelatihan keterampilan membatik yang diadakan oleh Dinas Koperasi 
secara gratis, dengan tujuan supaya usahanya dapat berkembang lebih 
besar.  Untuk melatih keahlihan yang dipunya Bu Fatimah tidak hanya 
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi tetapi beliau 
juga mengikuti kursus batik secara mandiri. Setelah mengikuti 
beberapa kali pelatihan, pada tahun 2017 Bu Amira mulai 
mengembangkan usahanya tidak hanya di bidang fashion tetapi juga di 
bidang batik, mulai dari batik tulis, batik jumput, batik ikat celup, batik 
ecoprint, batik cap dan shibori, usaha tersebut diberi nama Griya 
Almira.  Dalam mengembangkan usahanya, Bu Fatimah dibantu anak 
kandungnya untuk bagian pemasaran melalui online maupun offline, 
untuk bagian produksi Bu Fatimah dibantu oleh 4 (empat) orang 
karyawan dan semua kegitan produksi dilakukan di rumah yang 
 


































beralamat di Jalan Putat Jaya 4a No. 10. Hingga saat ini omset yang 
didapat dari usahanya tersebut ialah ± 20 juta per bulan.      
 
5. TEMPE BANG JARWO  
Jarwo adalah salah satu warga Dolly yang memiliki usaha warung 
kopi yang dalam sehari bisa mendapatkan uang dari warung kopi itu 
mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 800.000. lima tahun yang lalu, Pak 
Jarwo merupakan salah satu orang yang menentang keras penutupan 
lokalisasi, Pak Jarwo juga menggerakan para PKL yang ada di 
lokasisasi untuk penolakan penutupan. Karena pada saat itu yang 
mendapat kompensasi hanyalah mucikari dan juga psk. Satu bulan 
setelah penutupan Pak Jarwo ke Kota Mojokerto untuk memulai 
menenuki pembuatan tempe, karena dirasa mudah untuk dijalankan 
dan juga saat itu tidak mempunyai keahlihan. Setelah hampir dua 
bulan lamanya menenuki pembuatan tempe, akhirnya pada bulan 
ketiga setelah penutupan lokasisasi, Pak Jarwo kembali ke Surabaya 
untuk memulai membuka usaha tempe dirumahnya yang beralamat di 
Kampung Kupang Gunung Tembusan Gang 2 No. 6 dan usahanya 
diberi nama Tempe Bang Jarwo, awal mendirikan usahanya perhari 
Pak Jarwo bisa memproduksi 200 bungkus tempe dalam sehari akan 
tetapi sekarang usaha tersebut bisa memproduksi 2500 bungkus tempe 
dalam sehari. Pak Jarwo memperkerjakan 2 (dua) orang tetangganya 
unutk membantu usahanya. Hingga saat ini usaha yang dijalani selama 
 


































kurang lebih lima tahun mampu menghasilkan rata-rata omset ± 10 
juta per bulan.  
 
6. MOKRA (Komoditi Kreatif Indonesia) 
Hiro Sujatmika seorang pengusaha yang mengawali karir usaha 
pertamanya yaitu usaha sewa printer pada tahun 2012 usaha sewa 
printer tersebut tidak berjalan lama hanya satu tahun, tahun 2013 Pak 
Hiro membuka usaha barunya yaitu usaha booth sego jamoer dan 
menjadi reseller berbagai macam dagangan serta menjadi distributor 
bubuk minuman, sampai dengan 2015, dengan banyak pengalaman 
yang didapat dari usaha sebelumnya.  Pada tahun 2016 Pak Hiro 
membuka usaha baru yang diberi nama MOKRA, bergerak dibidang  
food and baverage dan saat ini beliau juga merambah pada jasa 
pembuatan usaha, jasa tersebut bertujuan untuk membantu seseorang 
yang ingin membuka usaha kuliner tetapi masih belum mengetahui 
usaha apa yang cocok, maka MOKRA menyediakan jasa pembuatan 
usaha mulai dari perlengkapan usaha tersebut, logo usaha dll. Saat ini 
beliau memperkerjakan 4 (empat) karyawan yakni 1 orang 
administrasi, 2 orang marketing, 1 orang membantu operasional 
perusahaan.. Hiro mengembangkan usaha yang beralamat di Jalan 
Girilaya No.29, rata-rata omset yang diperoleh yaitu ± 100 juta per 
bulan.     
7. RETRO GARMENT  
 


































Usaha ini diinisiasi oleh Ahmad Wildan merupakan  mahasiswa 
salah satu kampus di Surabaya. Setelah satu tahun menjadi mahasiswa 
Pak Wildan memberanikan diri untuk mendirikan usaha konveksi 
rumahan sendiri yang dinamai Retro Garment yang bertempat di Jalan 
Dukuh Kupang No.6 Surabaya. Konveksi Bapak Wildan ini bergerak 
pada industri fashion, fokus produksinya adalah busana pria dewasa 
dan melayani pemesanan kaos, jaket, dll, serta dapat melayani 
pembelian dalam satuan maupun grosir. Dalam proses produksi Pak 
Wildan juga terkadang bekerja sama dengan konveksi lainnya, saat ini 
Pak Wildan memiliki 2 (dua) karyawan yang standby melayani 
operasional usaha orang dan usaha konveksi ini memiliki rata-rata 
omset ± 10 juta per bulan.    
B. Hasil Penelitian  
1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim 
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
Dalam penelitian ini peneliti memilih tujuh pelaku UMKM 
muslim yang berada di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan 
peneliti memilih batasan penelitian yakni pada UMKM muslim 
berdasarkan kegiatan produksi, omset, dan kebermanfaatan usaha. 
Beberapa indikator dalam penelitian ini menggunakan aspek yang 
berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM 
terhadap PP No. 23 Tahun 2018 yang termasuk didalam sosialisasi 
perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak : 
 


































a. Sosialisasi Perpajakan 
Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mendorong 
kepatuhan wajib pajak. Pada poin ini peneleti menitikberatkan pada 
informasi mengenai pemberlakuan peraturan perpajakan yang 
mulai berlaku pada Juli tahun 2018. Terdapat tiga poin penting 
yang dimasukan peneliti dalam wawancara yaitu sosialisasi secara 
langsung dari Kantor Pajak, media yang digunakan saat 
mendapatkan informasi, dan benefit yang didapatkan oleh wajib 
pajak dalam sosialisasi perpajakan. Berikut adalah hasil wawancara 
yang didapat pada tabel 3.1. Tabel 1.1wawancara Sosialisasik k 
Tabel 3.1  
Wawancara Sosialisasi Perpajakan 











1 dari 4 





1 dari 4 
4 Griya Almira √ Sosialisasi  1 dari 4 
5 Tempe Bang 
Jarwo 
√ Baliho  1 dari 4 
6 MOKRA X Media 
online 
1 dari 4 
7 Retro Garment X Baliho  1 dari 4 
Sumber: Data diolah 2020 
 
Keterangan:  
**** : Berdasarkan poin, 1. Sangat membantu, 2. Membantu, 3. 
Kurang membantu, 4. Sangat tidak membantu  
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lima dari tujuh 
informan pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh petugas 
 


































kantor pajak, rata-rata informan yang pernah mengikuti sosialisasi 
perpajakan mengaku bahwa sosialisasi tersebut diadakan di 
Kecamatan dan dua informan belum pernah mengikuti sosialisasi 
perpajakan. Dua informan mengaku mengetahui PP No. 23 tahun 
2018 dari media online dan baliho yang dipasang dipinggir jalan 
begitu pun dengan informan yang pernah mengikuti sosialisasi 
perpajakan mengaku selain dari sosialisasi mereka mengetahui PP 
No. 23 tahun 2018 dari grup whatsapp. Semua informan mengaku 
bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan secara langsung dari 
kantor pajak akan sangat membantu mereka dalam mendapatkan 
informasi dan menambah pengetahuan dalam hal perpajakan. 
b. Pemahaman Wajib Pajak 
Pengetahuan dasar pemahaman perpajakan bagi wajib pajak 
yang dimasukkan dalam wawancara adalah pemahaman mengenai 
pengetahuan pajak final UMKM PP No.23 Tahun 2018, mengenai 
peraturan perpajakan PP No.23 Tahun 2018 dan mengenai batasan 
waktu insentif terkait PP No.23 Tahun 2018. Berikut adalah hasil 
wawancara yang didapat pada tabel 3.2 :Tabel 1.2 Pemahaman Wajib Pajak 
Tabel 3.2  
Hasil Wawancara Pemahaman Wajib Pajak 
No. Nama UMKM Pemahaman Wajib Pajak 
Pengetahuan 











1. Batik Banyu 
Urip 
√ S TS 
 


































2. Nita Collection √ S TS 
3. Sohibah 
Fashion 
√ S TS 
4. Griya Almira √ S TS 
5. Tempe Bang 
Jarwo 
√ S TS 
6. MOKRA √ S TS 
7. Retro Garment X S TS 
Sumber: Data diolah 2020 
Keterngan: 
*** : Setuju (S) / Tidak Setuju (TS) 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya pemahaman 
wajib pajak terkait PP No.23 Tahun 2018 masih kurang, terdapat 
satu informan pelaku UMKM muslim yang belum mengetahui 
mengetahui pajak final UMKM PP No.23 Tahun 2018. Tujuh 
informan setuju dan juga lebih apresatif dengan peraturan pajak 
final UMKM sebesar 0,5% yang mulai diterapkan mulai bulan Juli 
tahun 2018. Tujuh informan menyatakan tidak setuju dengan 
adanya pembatasan waktu insentif dengan pertimbangan bahwa 
tarif pajak 0,5% dinilai lebih adil dan bijaksana untuk mereka dari 
kalangan pengusaha UMKM. 
c. Kesadaran Wajib Pajak 
Pada point ini peneliti memfokuskan pada kewajiban dasar 
yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Beberapa point yang 
dimasukan peneliti dalam wawancara ada empat point yaitu 
mengenai pengenaan pajak pada usaha UMKM, kesadaran 
membayar pajak adalah suatu kewajiban, kepemilikan NPWP, dan 
 


































kapan mulai menjadi wajib pajak. Berikut adalah hasil wawancara 





Hasil Wawancara Kesadaran Wajib Pajak  
 
No  Nama 
UMKM 

















√ X X X 
2. Nita 
Collection 
√ √ √ 3 
3. Sohibah 
Fashion  
√ √ √ 1 
4. Griya 
Almira  
√ √ √ 3 
5. Tempe 
Bang Jarwo 
√ X X X 
6. MOKRA √ √ √ 3 
7. Retro 
Garment 
X X X X 
Sumber: Data diolah 2020 
Keterangan : 
** : Tahun 
 
Dari hasil wawancara mendalam dengan ketujuh informan 
UMKM muslim, enam dari tujuh informan UMKM muslim 
mengetahui pengenaan pajak pada UMKM yang seperti yang 
mereka jalankan. Tiga dari tujuh informan masih beranggapan 
bahwa membayar pajak adalah bukanlah suatu kewajiban. Untuk 
kepemilikian NPWP, dari tujuh informan terdapat empat informan 
yang memiliki NPWP tiga informan belum memiliki NPWP. 
 


































Keempat informan rata-rata memiliki NPWP telah beberapa tahun 
yang lalu.  
 
 
d. Kepatuhan Wajib Pajak 
Pada poin kepatuhan ini peneliti memfokuskan dalam hal 
ketetapan waktu pembayaran dan proses pelaporan pajak, 
pengisian SPT masa maupun SPT tahunan, dan tindakan solutif 
wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT 
masa maupun SPT tahunan. Berikut hasil yang didapat pada tabel 
3.4 :Tabel 1.4 Hasil Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak 
Tabel 3.4  







Kepatuhan Wajib Pajak 























1 Batik Banyu 
Urip  
X X X X X X 
2 Nita 
Collection 




X TW X TW Sulit Kantor 
Pajak 
4 Griya Almira TW TW TW TW Sulit Kantor 
Pajak 
5 Tempe Bang 
Jarwo 
X X X X X X 
6 MOKRA TW TW TW TW Sulit Kantor 
Pajak 
7 Retro X X X X X X 
 



































Sumber: Data diolah 2020 
Keterangan  
** : Tepat Waktu (TW) / Telat (T) 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa empat dari tujuh informan 
mengaku belum pernah melakukan proses pembayaran dan 
pelaporam pajak sebelum adanya PP No. 23 Tahun 2018 
dikarenakan belum mempunyai NPWP yang artinya empat 
informan tersebut belum mendaftarkan diri sebagi wajib pajak. 
Sedangkan dua dari tujuh informan mengaku tepat waktu dalam 
proses pembayaran dan pelaporan pajak dan satu informan 
mengaku masih telat dalam pembayaran dan pelaporan pajak 
sebelum dikeluarakannya PP No. 23 Tahun 2018.  
Perubahan kepatuhan wajib pajak terjadi setelah 
dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018, yang mulanya terdapat 
hanya dua informan yang patuh dalam pembayaran dan pelaporan 
pajak. akan tetapi setelah dikeluarakannya PP No. 23 Tahun 2018 
informan yang sebelumnya belum mendaftarkan diri sebagai wajib 
pajak setelah dikeluarkannya peraturan ini informan tersebut 
menjadi wajib pajak. Tiga dari tujuh informan mengaku tepat 
dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Satu informan mengaku 
masih  telat dalam pembayaran dan pelaporan pajak dan juga tiga 
informan belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. 
Untuk kesulitan pengisian laporan SPT masa dan SPT 
tahunan pajak menunjukkan bahwa empat dari tujuh informan 
 


































mengaku merasa kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT 
tahunan. Tindakan solutif yang dipilih oleh informan ketika merasa 
kesulitan dalam pengisian SPT masa maupun SPT tahunan empat 
dari tujuh informan merujuk ke Kantor Pajak setempat tempat 
UMKM. UMKM. 
2. Analisis Ekonomi Islam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Pelaku UMKM Muslim 
a. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim Dalam 
Perspektif Ekonomi Islam 
Pengenaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah 
adalah salah satu upaya untuk mendapatkan sumber pemasukan 
yang digunakan untuk membiayai program-program yang 
dilakukan oleh pemerintah. Dan saat ini pajak menjadi sumber 
pamasukan utama Negara.  
Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kepatuhan 
wajib pajak pelaku UMKM didapati bahwa hanya ada tiga 
informan yang memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan 
bagi pelaku usaha, tiga informan juga mengaku tepat waktu dalam 
proses pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini menandakan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM muslim masih 
rendah. Dalam perspektif Islam kepatuhan terhadap pemimpin 
merupakan kewajiban dalam QS. An Nisa: 59 selama aturan 
pemerintah tersebt tidak mendekatkan pada perbuatan maksiat. 
 


































b. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Perpajakan  
Sesuai dengan tujuan maqashid syariah bahwa adanya suatu 
hukum syariah pasti memiliki suatu alasan (illah) dan tujuan 
(maqashid) dalam penerapannya begitupun dengan adanya 
penerapan kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang pasti 
memiliki suatau alasan dan tujuan yang dimaksud dan jika dalam 
penetapan kebijakan perpajakan memperhatikan nilai maqashid 
syariah maka penetapan kebijakan tersebut dapat menjadi 
kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikut adalah 
tinjauan maqashid syariah terhadap kebijakan perpajakan : 
1. Penjaagan atau Perlindungan Terhadap Agama (Hifdzu Din)  
Agama atau Ad Din adalah interaksi antara manusia 
dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan 
serta dengan dirinya sendiri. Agama juga merupakan hal yang 
vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.  
Dalam menerapkan kebijakan perpajakan, pemerintah 
juga berupaya memberikan penjagaan agama bagi seluruh 
wajib pajak di Indonesia, khusunya dalam hal ini kebijakan 
perpajakan penerpan pajak UMKM. Upaya tersebut dapat 
dilihat dari adanya kebijakan perpajakan yang ditetepakan oleh 
pemerintah tidak membuat masyarakat atau wajib pajak yang 
menaatinya mendapatkan dosa karena menuju pada perbuatan 
 


































maksiat dan juga kebijakan perpajakan yang ditetapkan 
pemerintah tidak melanggar aturan atau norma-norma agama.  
Kebijakan perpajakan yang ditetapakan oleh pemerintah 
tidak menuju pada kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-
norma agama seperti mencuri, melukai atau membunuh orang 
lain. Empat informan berpendapat bahwasannya adanya 
kebijakan pajak UMKM tidak melanggar norma agama, 
informan berpendapat dengan adanya pajak UMKM ini masih 
batas wajar dan untuk menambah pendapatan negara dan untuk 
kemajuan kota juga kemajuan negara. Selain penerapan 
kebijakan perpajakan yang tidak melanggar norma-norma 
agama, adanya penerapan kebijakan perpajakan juga tidak 
dibolehkan mendekatkan pada perbuatan maksiat. 
Dalam Islam pemerintah merupakan hal yang harus 
ditaati setelah Allah dan Rasul. Menaati pemerintah dalam 
konteks ini menaati kebijakan yang telah dibuat salah satunya 
kebijakan perpajakan ini. Kebijakan tersebut dapat ditaati 
apabila dalam kebijkan tersebut tidak terdapat aturan yang 
dapat menyebabkan masyarakat yang menaati menuju pada 
perbuatan maksiat.  
Empat informan berpendapat bahwasannya adanya 
kebijakan pajak UMKM ini tidak menyebabkan mereka sebagai 
wajib pajak melakukan hal yang mendekatkan pada maksiat. 
 


































Mereka menganggap bahwa dengan adanya kebijakan 
perpajakan UMKM ini untuk kebaikan bersama dan dapat 
berkontribusi untuk kemajuan negara.    
2. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdzu Nafs) 
Jiwa merupakan pokok dari segalanya, karena segalaya 
di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh karena itu jiwa harus 
dipelihara eksitensinya. Beberapa upaya dilakukan untuk 
menjamin terjaganya jiwa wajib pajak terdiri dari pada kegiatan 
pemungutan pajak menggunakan cara baik. Empat informan 
berpendapat bahwa selama menjadi wajib pjak belum pernah 
mendapatkan ancaman atau pakasaan untuk pemungutan pajak, 
mereka berpendapat dalam proses pembayaran pajak sudah 
menggunakan sistem yang modern bisa membayar pajak lewat 
ATM, internet banking, atau kantor pos. 
Selain dalam hal pemungutan pajak itu, cara yang baik 
juga digunakan dalam hal pembayaran pajak yang telat juga 
menggunakan cara yang baik. Empat informan wajib pajak 
mengaku belum pernah mendapatkan ancaman apabila telat 
membayar pajak dan ketika telat dalam pembayaran pajak 
mendapatkan surat peringatan dan denda. Surat peringatan 
tersebut dikirim secara langsung atau juga dikirim melalui 
email. 
3. Penjagaa atau Perlindungan Terhadap Akal (Hifdzu Aql) 
 


































Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia oleh karena akal itu lah yang membedakan 
manusia dengan makhluk lainnya. Akal juga merupakan 
sumber hikmah pengetahuan dengan akal surat perintah dari 
Allah disampaikan, oleh karena itu penting untuk menjaga akal. 
Upaya menjaga akal dalam kebijakan perpajakan ini dapat 
dilihat dari beberapa kegiatan salah satu contoh kegiatan 
sosialisasi dan persebaran informasi melalui media online 
maupun media cetak.  
Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah 
bertujuan supaya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan 
bisa meningkat. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan 
infroman mengaku mendapatkan penjelasan tentang isi 
peraturan pajak UMKM dan untuk wajib pajak yang belum 
mengikuti sosialisasi perpajakan dapat mengetahui informasi 
terkait pajak UMKM melalui media online maupun offline.   
4. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (Hifdzu Mal) 
Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan 
seseorang, dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta 
dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. 
Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan 
hidup seseorang, oleh karena itu dalam kebijakan perpajakan 
juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta dengan 
 


































cara tidak melakukan perubahan tarif pajak kepada wajib pajak 
secara sepihak. Tarif pajak merupakan hal yang penting untuk 
diketahui oleh wajib pajak, dengan mengetahui tarif pajak yang 
akan dikenakan diharapkan wajib pajak dapat 
memperhitungkan keuangan dengan sebaik mungkin.  
Selain tidak ada perubahan tarif pajak secara sepihak, 
memelihara harta pada kebijakan perpajakan dapat dilihat 
dengan adanya pembebasan pembayaran pajak pada usaha yang 
tidak mendapatkan omset. Dalam menjalankan usaha sering 
kali kita mengalami untung dan rugi. Oleh karena itu pada 
kebijakan perpajakan, ketika pelaku usaha tidak mendapatkan 
omset maka akan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan 
menunjukkan laporan keuangan.  
 

































BAB IV  
ANALISIS DATA 
A. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan 
peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, 
pemerintah memangkas tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dengan tujuan 
utama agar bisnis UMKM dapat terus berkembang, mendorong peran 
UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan ikut serta dalam 
perekonomian nasional. Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan 
memiliki batas waktu. Sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran 
bagi pelaku UMKM untuk membuat pembukuan dan tidak ada lagi alasan 
untuk tidak membuat pembukuan. 
Kategori penilaian dalam penelitian ini didukung berdasarakan data 
dari lapangan dan juga dari teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal 
ini data lapangan diperoleh dari tujuh pelaku UMKM muslim yang ada di 
Kota Surabaya. Beberapa indikator dalam penelitian ini menggunakan 
aspek yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM 
muslim yakni meliputi sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, 
dan kesadaran wajib pajak.    
Salah satu uapaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan 
informasi tentang peraturan perpajakan adalah dengan cara melakukan 
sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang 
dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan 
 


































informasi, pengetahuan terkait segala peraturan dan kegiatan yang 
berhubungan dengan perpajakan.99 Dengan melakukan sosialisasi dapat 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan meningkat.  
Dari data yang didapat peneliti menunjukkan bahwa dari 71,4% 
pelaku UMKM muslim pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi 
perpajakan secara langsung. Pelaku UMKM muslim pernah mengikuti 
sosialisasi perpajakan secara langsung karena mendapatkan undangan dari 
melalui pesan singkat di whatsapp untuk menghadiri sosialisasi 
perpajakan. Karena dari beberapa pelaku UMKM muslim ada yang 
tergabung dalam grup pemberdayaan pemerintah Kota Surabaya sehingga 
pihak fiskus bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. 28,6% 
sisanya pelaku UMKM belum pernah mengikuti atau mendapatkan 
sosialisasi secara langusung dikarenakan tidak pernah mendapatkan 
undangan secara langsung maupun pesan singkat untuk menghadiri 
sosialisasi perpajakan.  
Selain melakukan sosialisasi secara langsung terkait PP No. 23 
Tahun 2018 pihak pemerintah juga melakukan sosialisasi secara tidak 
langsung dengan cara memasang baliho yang ada di pinggir-pinggir jalan 
dan menginformasikan peraturan tersebut melalu media online. Dan cara 
tersebut dapat membantu pelaku UMKM muslim untuk mendapatkan dan 
mengetahui informasi tentang PP No.23 Tahun 2018.  
                                                          
99 R.M. Faizin, “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap 
Keaptuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegeoro)”, 1-9.  
 


































Adanya sosialisasi secara langsung dapat sangat membantu proses 
pemahaman wajib pajak terkait peraturan pajak UMKM. Wajib pajak 
pelaku UMKM muslim yang belum pernah mengikuti sosialisasi secara 
langsung akan membuat wajib pajak tidak memahami dengan betul isi dan 
tujuan adanya peraturan tersebut, mereka hanya mengetahui tentang PP 
No.23 tahun 2018. Pelaku UMKM yang belum mengikuti atau 
mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung mencari informasi 
terkait peraruran perpajakan melalui media online.  
Hal ini menunjukkan petugas Kantor Pajak perlu meningkatkan 
kegiatan sosialisasi perpajakan, agar informasi yang diperoleh pelaku 
UMKM dapat secara menyeluruh dan maksimal. Apabila pemerintah 
melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai PP No.23 tahun 2018 
maka kontra yang berkaitan tentang peraturan ini akan berkurang sehingga 
wajib pajak tidak merasa keberatan dengan dikeluarkannya peraturan ini 
baru ini. 
Dengan adanya sosialisasi juga dapat menambah pemahaman wajib 
pajak terkait peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak merupakan 
salah satu faktor penting dalam melakukan suatu tindakan dalam 
membayar pajak bagi wajib pajak. Pemahaman perpajakan adalah proses 
dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakannya dan 
mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.100 
Pemahaman akan memberikan tuntutan berupa memenuhi kewajiban 
                                                          
100 Nirawan Aidiasa, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dengan Moderating Prefensi Risiko”, 346. 
 


































perpajakan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan juga pemahaman 
yang baik maka juga akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak.  
Dari data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil jika sebesar 
85,7% informan atau 6 informan pelaku UMKM muslim sudah memiliki 
pengetahuan mengenai adanya PP No. 23 Tahun 2018. Mereka 
mengetahui mengenai pajak final UMKM PP No. 23 Tahun 2018 yang 
tarif pajak berubah menjadi 0,5%, sedangkan 1 informan lainnya dengan 
persensate 14,3% pelaku UMKM muslim belum mengetahui terkait pajak 
final UMKM PP No.23 Tahun 2018.  
 Adanya potongan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% 
diapresiasi oleh semua pelaku UMKM muslim, dengan adanyan potongan 
tarif pajak dapat memberikan keringanan pajak terutama bagi pelaku 
UMKM muslim yang memiliki omset kurang dari 20 juta perbulan. Akan 
tetapi disamping itu pemerintah juga memberi batasan waktu sebagai 
pembelajaran untuk melakukan pembukuan hal ini lah yang disayangkan 
dari para pelaku UMKM. Jika menggunakan pembukuan yang rapi dan 
sesuai SAK mereka mengakui keberatan karena latar pendidikan mereka 
bukan dari akuntansi dan apabila pembukuan dilakukan oleh orang yang 
paham dalam bidangnya, maka pemilik harus menambah karyawan atau 
menggunakan jasa yang hal ini dapat membebankan biaya bagi pemilik 
UMKM.  
Dalam hal ini pemahaman wajib pajak merupakan salah satu hal 
penting yang harus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengerti dan 
 


































mengetahui informasi terbaru dan berkelanjutan tentang peraturan 
perpajakan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfiana R. yang mengemukakan 
bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.101  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 muncul akibat banyak 
pelaku UMKM yang mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih 
memberatkan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu 
menurunkan tarif pajak yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Dengan 
adanya penuruna tarif pajak ini diyakini dapat meringankan beban pajak 
pelaku UMKM. Tarif yang rendah diharapakan dapat mendorong 
masyarakat berbondong-bondong terjun kedunia usaha tanpa perlu risau 
oleh tarif pajak. Selain iu tarif yang rendah juga mendorong kepatuhan 
perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan. 
Dengan demikian para pelaku UMKM semakin berperan dalam 
menggerakan roda perekonomian daerahnya dan juga berperan dalam 
ekonomi formal. Namun para informan juga berharap tidak ada batasan 
waktu untuk tarif pajak hanya ada batasan omset saja.    
Hasil analisa tersebut senada dengan penelitian Febrizki Damayanti 
yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa persepsi tarif pajak 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya wajib pajak 
                                                          
101 Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kaptuhan Wajib Pajak Pelaku 
UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku 
UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (Skrpsi – Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2018). 
 


































memiliki anggapan postif terhadap pengenaan tarif pajak yang baru serta 
wajib pajak setuju untuk memilih tarif pajak yang rendah karena akan 
memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang tertuang.102 
Selain sosialisasi perpajakan dan pemahaman wajib pajak, 
kesadaran wajib pajak juga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. Kesadaran wajib pajak suatu kondisi wajib pajak mengetahui, 
mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pepajakan yang berlaku 
serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan 
kewajiban dalam membayar pajak.103 
Merujuk pada hasil penelitian dilapangan menggunakan media 
wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan data yang menunjukkan 
angka kesadaran wajib pajak pada indikator pengenaan pajak pada usaha 
UMKM memiliki angka terbesar yakni sebesar 85,7% dan 14,3% lainnya 
belum mengetahui. Untuk hasil lainnya masing-masing pada indikator 
Membayar Pajak Merupakan Suatu Kewajiban memiliki angka 
pemahaman sebesar 57,1% dan 42,9% tidak paham, indikator Kepemilikan 
NPWP yang telah menerapkannya sebesar 57,1% dan 42,9% belum 
menerapkannya, dan indikator terakhir yakni Menjadi Wajib Pajak sebesar 
                                                          
102 Febirizki Damayanti P., “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi 
Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak 
Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)” Jurnal: Perpajakan, Vol.10 No.1, 2016, 7.  
103 Danarsi, “Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 
Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 
Vol.18 No.1, 2017, 44-55. 
 


































42,9% informan belum menjalakannya serta 57,1% informan lainnya telah 
melaksanakan dengan angka penilaian yang berbeda. 
Berdasarkan hasil diatas, dapat diambil jika kesadaran wajib pajak    
terkait perpajakan masih perlu ditingkatan, dikareakan masih terdapat 
wajib pajak yang belum mengetahui adanya pengenaan pajak atas usaha, 
beranggapan bahwa membayar pajak adalah bukan sebuah kewajiban, dan 
dalam kepmilikan NPWP wajib masih terdapat pelaku UMKM muslim 
yang belum memeiliki NPWP. Sesuai dengan teori bahwasannya 
dikatakan sadar apabila wajib pajak mengetahui dan menaati peraturan 
perpajakan tetapi dapat dilihat wajib pajak hanya mengetahui adanya 
pengenaan pajak atas usaha tetapi belum menaati peraturan dengan tidak 
memiliki NPWP tersebut karena menganggap omset usahanya masih kecil 
dan belum dikenakan pajak. 
Adanya kesadaran merupakan hal penting dalam mendorong wajib 
pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak apabila kesadaran yang 
dimiliki oleh wajib pajak kurang berdampak juga pada kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki 
Alfiana R. mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada 
kepatuhan wajib pajak.104 Apabila wajib pajak memiliki kesadaran bahwa 
membayar pajak adalah sebuah kewajiban maka akan berdampak pada 
kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak sadar akan kewajibannya 
                                                          
104 Rizki Alfiana R., 
 


































sebagai wajib pajak tidak akan merasa terbebani dengan memehuni 
kewajiban perpajakannya.  
Dari penjelasan diatas terdapat beberapa fakor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib 
pajak melaksanakan perpajakannya dan memperoleh hak perpajakannya 
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan yang 
berlaku.105 Wajib pajak dikatakan patuh apabila melaukan kewajiban 
perpajakannya secara tepat waktu dalam membayar dan melaporkan 
pajaknya.  
Pada point kepatuhan wajib pajak peneliti mengambil tiga indikator 
pelaksanaan yakni pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. 
Hasil menunjukkan bahwa 3 informan dengan angka presentase sebesar 
42,86% mengaku belum menjalankan Pelaksanaan Pembayaran Pajak 
hingga saat ini. Sedangkan, 4 informan lainnya yang memiliki angka 
presentase 57,14% menjalankan kewajiban perpajakan dan menjelaskan 
jika Pengisian SPT sulit. Untuk poin pada indikator lainnya, 4 informan 
lainnya yang mengikuti Prosedural Pembayaran Pajak, 2 informan 
melakukan pembayaran secara Tepat Waktu (TW) dan 1 informan Telat 
(T) baik mengenai pembayaran dan pelaporan saat Sebelum dan Sesudah 
PP No. 23 Tahun 2018. 1 informan lainnya yang telah menjalankan 
Prosedural Pembayaran Pajak tidak melakukan pembayaran maupun 
                                                          
105 S. K. Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 138.  
 


































pelaporan saat sebelum PP No. 23 Tahun 2018, namun telah melakukan 
pembayaran sesudah PP No. 23 Tahun 2018. 
Drai penjelasan diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak 
terhadap PP No.23 Tahun 2018 masih perlu ditingkatkan dikrenakan 
masih terdapat pelaku UMKM yang belum membayar kewajiban 
perpajakannya, pelaku UMKM yang masih telat dalam pembayaran dan 
pelaporan pajak. Belum patuhnya pelaku UMKM muslim ini dikeranakan 
kurangnya sosialisasi, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. 
Adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak 
yang berdampak pada pemahaman wajib pajak terkait perpaturan 
perpajakan dan meingkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya 
patuh atas kewajiban perpajakannya.  
Umumnya masyarakat masih menganggap membayar pajak 
merupakan hal yang memberatkan, pembayaran masih sering mengalami 
kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dalam 
menghitung dan melaporkannya. Akan tetapi masih ada upaya yang dapat 
dilakukan sehingga masyarakt sadar untuk membayar pajak dan ini bukan 
merupakan hal yang mustahil. Jika masyarakat, pelaku UMKM memiliki 
pemahaman dan kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara 
sukarela tanpa keterpaksaan.   
Dalam hal penghasilan omset, informan yang sudah melakukan 
pembayaran dan pelaporan pajak memiliki omset diatas 10 juta hal ini 
menandakan semakin besar penghasilan yang didapat akan berpeluang 
 


































untuk mememuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi informan yang 
hanya memiliki omset 10 juta perbulan belum memenuhi kewajiban 
perpajakannya karena menganggap omset mereka masih kecil dan merasa 
keberatan dengan pengenaan pajak terhadap omset yang masih kecil. 
Mereka beranggapan bahwa biaya-biaya yang dikelurakan untuk produksi 
tidak sedikit. 
Selain itu dalam hal kurangnya kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah dalam mengelola dana pajak yang dan juga adanya kasus 
korupsi dana pajak, penyelewengan dana pajak membuat masyarakat 
menjadi ragu untuk membayar pajak. Hasil analisa peneliti sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ade Noorlita yang hasil penelitiannya 
mengemukakan bahwa penyebab wajib pajak pelaku usaha UMKM masih 
bersikap tidak patuh yakni salah satunya adalah adanya persepsi korupsi 
yang dilakukan pemerintah.106  
Pelaku UMKM muslim yang sudah melakukan kewajiban 
perpajakannya dalam hal ini tepat dalam membayar dan melaporkan 
perpajakannya atau kata lain memiliki kepatuhan terhadap PP No. 23 
Tahun 2018, dikarenakan wajib pajak pelaku UMKM sudah memiliki 
pemahaman atas aturan perpajakan, pemahaman yang dimiliki wajib pajak 
pelaku UMKM dikarenakan pernah mengikuti sosisalisasi perpajakan 
yang mana dalam mengkuti sosialisasi akan mendapatkan pengetahuan 
mengenai informasi perpajakan UMKM. Kepatuhan wajib pajak pelaku 
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UMKM muslim juga dikarenakan wajib pajak pelaku UMKM memiliki 
kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Dalam hal  
pengisian SPT, bagi UMKM pengisian SPT masa dan SPT tahunan pajak 
dirasa masih memiliki kesulitan tersendiri dan langsung ke Kantor Pajak 
setempat untuk menayakan kesulitan yang dialami daripada harus 
menggunakan jasa dapat menambah beban biaya bagi pelaku UMKM. 
Kepatuhan wajib pajak terwujud karena adanya kesadaran dari 
wajib pajak yang menganggap membayar pajak bukanlah suatu paksaan 
melainkan adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk patuh 
atas ketentuan peraturan yang berlaku sebagai salah satu bentuk kontribusi 
ke negara untuk pembangunan negara. Bukan didasari atas paksaan dan 
ketakutan akan adanya sanksi apabila tidak patuh terhadap peratuan 
tersebut.  
B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 
UMKM Muslim  
Dalam perkembangan zaman, konsep Negara modern sekarang ini 
baik itu Negara Islam maupun bukan Negara Islam telah mewajibkan 
pungutan pajak bagi tiap warganya. Indonesia sebagai salah satu negara 
yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah kekuasaan umat Islam 
dimana pemerintah menerapkan adanya pembebanan pajak kepada 
warganya.  
Saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang 
mana pembebanannya dilakukan bukan hanya pada asset yang 
 


































diproduktifkan (asset yang dikelola untuk dapat menghasilkan pendapatan) 
seperti yang sudah dilakukan di pada masa Rasulullah dan pada masa 
daulah Islamiyyah hal ini dikarenakan banyak sistem Negara saat ini tidak 
berlandaskan agama sepenuhnya walau nilai dan norma mengilhami , hal 
ini dikarenakan banyak sistem Negara saat ini tidak berlandaskan pada 
aturan agama sepenuhnya walau nilai dan norma yang mengilhami aturan 
Negara merupakan kristalisasi dari eksistensi agama termasuk Indonesia 
Negara Indonesia memiliki aturan hukum berlandasan Ideologi 
pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembuatan dan pemberlakuan 
terhadap masyarakat harus didasarkan pada aspek kemakmuran dan 
kemajuan rakyat hal ini sebagaimana yang tertauang dalam pasal 33 ayat 4 
yang berbunyi: 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 
Dengan demikian pemberlakuan aturan pemerintah berdasarkan 
I'tikad baik untuk kepentingan rakyat secara umum. Berdasarkan hasil 
wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya 
bahwa hanya ada dua informan dari tujuh informan yang memiliki 
kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Hal ini 
menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Dalam 
 


































perspektif islam kepatuhan terhadap pemimpin merupakan kewajiban. 
Dalam QS. An Nisa: 59 menyebutkan : 
َمأ  ُسوَل َوأُْولِي ٱۡلأ َ َوأَِطيُعوْا ٱلرَّ ْا أَِطيُعوْا ٱَّللَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ تُمأ فِي يَ  َزعأ ۖۡ فَإِن تَنَ  ِر ِمنُكمأ
سَ  ٞر َوأَحأ لَِك َخيأ َِٰٓخِرِۚ َذ  ِم ٱۡلأ يَوأ ِ َوٱلأ ِمنُوَن بِٱَّللَّ ُسوِل إِن ُكنتُمأ تُؤأ ِ َوٱلرَّ وهُ إِلَى ٱَّللَّ ٖء فَُردُّ ُن َشيأ
ِويًلا    ٩٥تَأأ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”107  
 
Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diturunkan berkenaan dengan 
Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia diutus oleh 
Rasulullah Saw untuk memimpin suatu pasukan khusus. Ketaatan pada ulil 
amri dalam ayat diatas dinyatakan setelah ketaatan terhadap Allah dan 
Rasulullah, yang artinya bentuk ketaatan itu tidak menyimpang dari 
ketaatan terhadap aturan syariat. 
Dari penuturan hadist dan sebab turunnya ayat ini dalam tafsir ibnu 
katsir dapat disimpulkan bahwa kewajiban ketaatan terhadap ulil amri 
hanya berlaku dalam kebaikan bukan ketaatan dalam kemaksiatan karena 
manusia tidak memiliki jaminan dapat terus berada dalam kebenaran 
kecuali yang di kehendaki Allah yaitu para nabi dan rasul. Jika perintah 
ulil amri bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat agama 
maka bentuk ketaatan ini menjadi wajib sebagaimana dalam hadist yang 
diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi :  
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ِ َمْن َأطَاَعِِن فَ َقْد أَطَاَع اهلل َوَمْن َعَصِِن فَ َقْد َعَص ى اهلل َوَمنْ  ِِ َر فَ َقَد َأطَاَعِِن   ُي  ْاََأِمي ْ
َر فَ َقْد َعَصاىِن )رواه البخا ر ي وا مسلم(  َوَمْن يَ ْعِص ْاََأِمي ْ
Artinya:  
“Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. Dan barang 
siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat 
kepada Allah. Dan siapa saja yang telah menaati pemimpinku, dia telah 
menaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, 
maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim)108 
Dengan demikian menurut penuturan ayat di atas bahwa kepatuhan 
terhadap ulil amri merupakan kepatuhan yang wajib terlebih perintah atau 
anjuran dari ulil amri tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran 
terhadap syariat agama. Dalam tinjauan fiqih Islam wajib merupakan 
sesuatu yang harus dikerjakan yang mana mengerjakannya mendapatkan 
pahala dan meninggalkannya mendapatkan dosa. Walau demikian 
kewajiban patuh terhadap ulil amri berlaku adanya syarat yaitu tidak 
dalam rangka kemaksiatan yang diwujudkan dalam pelanggaran terhadap 
aturan syariat agama.  
Merujuk pada pengenaan aturan pajak dan itikad baik pemerintah 
dalam pasal UUD 1945 nomor 33 ayat 4, maka aturan pengenaan pajak 
merupakan aturan yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum dan telah diketahui secra umum bahwa sumber pajak pemerintah 
disalurkan untuk membiayai program-program pemerintah demi 
keberlangsungan Negara dan msyarakat di dalammnya, dengan kata lain 
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pajak ini memiliki kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung 
bagi masyarakat.  
Oleh karenanya ketidakpatuhan terhadap pengenaan kewajiban 
perpajakan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ulil amri yang 
disebutkan dalam surat An Nisa ayat 59 karena aturan perpajakan bukan 
merupakan aturan yang melanggar kaidah syariah dalam agama walau 
pemberlakuan pajak oleh pemerintah saat ini tidak sama dengan 
pemberlakuan pajak yang dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa 
Daulah Islamiyyah. Sekiranya kita diperdaya oleh hawa nafsu untuk 
mengingkari perintah dan syariat yang mulia ini, tidak lagi taat kepada 
penguasa, maka ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak 
negara memunculkan potensi perbuatan yang menimbulkan dosa.   
Perbuatan dosa dalam agama Islam merupakan perbuatan yang 
harus dijauhi oleh umat muslim karena perbuatan dosa merupakan 
perbuatan yang dibenci Allah dan menimbulkan hukuman terhadap 
pelakunya jika tidak bertobat. Hukuman ini bisa berlaku di dunia maupun 
di akhirat yaitu kehidupan abadi setelah kematian. Sebagai umat muslim 
maka menghindari perbuatan yang menimbulkan dosa merupakan 
keharusan demi menempati status keberagamaan yang lebih tinggi yaitu 
pada status mukmin dan selanjutnya muhsin. Dua status ini lebih tinggi 
dari status muslim. Walau ketiga predikat ini bukan mengindikasikan 
bahwa manusia tidak pernah melakukan kesalahan, namun lebih kepada 
kadar intensitas perbuatan dosa dan penyesalan yang dialami setelah 
 


































melakukannya. Oleh karenanya sebagai muslim yang baik sudah 
sepatutnya bersikap taat tehadap perintah dan aturan dari pemimpin 
Negara dengan syarat bukan merupakan kemaksiatan, termasuk kepatuhan 
pada kewajiban pajak. 
Dalam Islam adanya penetapan suatu aturan haruslah untuk menuju 
pada kemaslahatan umat, hukum Islam metode penemuan hukum dapat 
dilihat dari segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. 
Dikalangan ushul fiqh tujuan hukum itu biasanya disebut dengan 
maqashid ash-shari’ah yaitu tujuan ash-shari dalam menetapkan hukum. 
Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penulusaran ayat-ayat Al-
Qur’an dan sunnah Rasulullah. Penelurusan ush fiqh tesebut menghasilkan 
kesimpulan bahwa tujuan ash-shari’ menetapkan hukum adalah untuk 
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.109   
Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila 
terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 
Dan tujuan utama syariat Islam terletak pada lima unsur tersebut, 
perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan 
terhadap akal, perlindungan terhadap harta, dan perlindungan terhadap 
keturunan. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga 
di kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang erupakan 
tujuan dari maqashid syariah.110  
                                                          
109 Abd. Rahman Dalan, Ushul Fiqh, Ed. 1, cet 2 (Jakarta: 2011), 303-304.   
110 Abdul Kadir dan Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah 
(Jakarta PT Fajar Intepratama Mandiri, 2014), 89.   
 


































Mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah 
ialah bahwasannya para pelaku UMKM sudah mulai menyadari akan 
pentingnya pajak. Hal ini dikarenakan pajak mempunyai peranan penting 
dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan 
pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara 
untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembanguan. 
Selain itu pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan 
ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 
Oleh sebab itu berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk 
mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Hal yang perlu diperhatikan 
pemerintah dalam membuat ataupun menetapkan kebijakan perpajakan 
yaitu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan juga kebijakan 
perpajakan yang ditetapkan tidak menyebabkan kerusakan atau 
kemudharatan apabila kebijakan tersebut ditaati.  
Pada kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai maqashid 
syariah yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan 
perpajakan dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai 
maqashid syariah dengan kebijakan perpajakan yakni dengan memberikan 
edukasi dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada 
masyarakat mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan yang terkait.  
Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep 
maqashid syariah ini yakni pada maqashid adh daruriyah, adapun yang 
dimaksud dengan maqashid adh daruriyah adalah kemaslahatan maqashid 
 


































syariah yang berada paling atas. Dan berhubungan dengan kebutuhan 
utama umat manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya hidup tak berarti 
apa-apa abila satu nilai saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima 
nilai tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 
akal, memlihara harta, dan memelihara keturunan.  
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan pelaku UMKM 
muslim khususnya yang sudah menjadi wajib pajak, memiliki hasil bahwa 
kebijakan perpajakan yang ditetapakan oleh pemerintah dalam maqashid 
syariah ialah terdapat upaya untuk menjaga harta, jiwa, akal, harta dan 
keturunan. Berikut ini adalah analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan 
hasil penelitian tinjauan maqashid syariah pada kebijakan perpapajakan : 
1. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Agama (Hifdzu Din) 
Merujuk pada teori yang terdapat pada bab II, yaitu penjelasan 
bahwa setiap manusia membutuhkan agama secara mutlak dan segala 
sesuatu ajaran maupun perbuatan mengarahkan manusia untuk berbuat 
sesuai dengan kehendakNya, penjelasan tersebut terdapat pada Al-
Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256. Makna yang tersirat yang dalam 
upaya penjagaan agama (hifdzu din) bahwa setiap kegiatan yang 
dilakukan manusia harus mengingat agama. 
Hasil penelitian yang didapat yaitu wawancara yang didapat 
dengan informan (wajib pajak) menunjukkan bahwa keempat informan 
mengaku bahwa kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah 
terkait peraturan perpajakan yang terkait tidak melanggar norma agama 
 


































dan tidak mendekatkan informan pada perbuatan maksiat. Upaya 
penjagaan terhadap agama dalam kebijakan perpajakan diwujudkan 
dengan kebijakan perpajakan yang ditetapakan pemerintah tidak 
melanggar norma-norma agama dan tidak mendekatkan wajib pajak 
pada perbuatan maksiat. 
2. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdzu Nafs) 
Terdapat dua kegiatan pada kebijakan perpajakan dalam upaya 
penjagaan terhadap jiwa pada kebijakan perpajakan. Dua kegiatan 
yang dimaksud ialah cara penarikan pajak pada wajib pajak dan cara 
pemberian peringatan kepada wajib pajak. Peneliti mengaitkan dengan 
teori pada bab II bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan 
manusia termasuk hak-hak asasi manusia dimana hak yang paling 
utama diperhatikan adalah hak manusia untuk hidup.  
Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan terhadap jiwa 
pada kebijakan perpajakan bertujuan agar wajib pajak tidak hanya 
fokus pada tanggung jawabnya akan tetapi wajib pajak mendapat 
perlindungan dari kebijakan yang ada. 
Hasil wawancara yang didapat dengan informan menunjukkan 
bahwa kegiatan yang ada pada kebijakan perpajakan merupakan upaya 
dalam penjagaan terhadap jiwa (hifdzu nafs). Keempat informan 
mengaku bahwa selama ini menjadi wajib pajak belum pernah 
mendapatkan perilaku paksaan maupun intimidasi dari pemerintah 
dalam proses pemungutan pajak dan keempat informan mengaku 
 


































bahwa belum pernah mendapatkan perilaku ancaman dari pemerintah 
apabila telat dalam pembayaran pajak, informan mengaku ketika telat 
dalam pembayaran pajak maka hanya ada denda dan juga surat 
peringatan. 
Upaya penjagaan terhadap jiwa (hifdzu nafs), hal ini terwujud 
dengan kegiatan pada proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh 
pemerintah tidak menggunakan perilaku paksaan maupun tindakan 
intimidasi dan juga pada pembayaran pajak yang telat wajib pajak 
tidak mendapatkan ancaman dari pemerintah. Selain hal dua tersebut 
upaya penjagaan terhadap jiwa terwujud dari pihak stakeholder dan 
stockholder petugas pajak dimana dalam menghadapi wajib pajak 
dituntut berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan. 
3. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Akal (Hifdzu Aql) 
Akal merupakan salah satu anugerah yang Allah karuniakan 
kepada manusia, dengan akal menjadikan manusia lebih mulia dengan 
makhluk lain. Jika manusia hilang akal maka hilanglah keutamaan 
tersebut. Terdapat upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal 
dalam kebijakan perpajakan yaitu memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat agar dapat mengerti dan memahami serta mengetahui 
manfaat akan isi peraturan perpajakan yang terkait dan pentingnya 
pajak dalam kehidupan bernegara. 
Dengan adanya sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara 
pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara 
 


































langsung, selain dengan sosialisasi perpajakan pemerintah juga 
memberikan pengetahuan secara tidak langsung dengan cara 
memberikan informasi peraturan perpajakan terkait melalui media 
sosial ataupun pemasangan bahilo dipinggir jalan.  
Hasil wawancara dengan keempat informan mengatakan bahwa 
dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan maupun informasi 
terkait peraturan perpajakan melalui media online dapat menambah 
pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dalam kegiatan sosialisasi 
perpajakan pemerintah menjelaskan secara detail tentang isi peraturan 
perpajakan dan cara melakukan pembayaran pajak dengan begitu tidak 
membuat wajib pajak maupun masyarakat merasa kesulitan untuk 
mendapatkan pengetahuan tentang pajak.  
Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal (hifdzu aql), 
hal ini terwujud dengan adanya tuntutan bahwa pihak pemerintah harus 
mengungkap secara detail mengenai sistem peraturan perpajakan 
terkait dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun hal ini 
dilakukan saat sosialisasi perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk 
wajib pajak atau masyarakat merasa tidak ragu lagi untuk membayar 
pajak karena sudah memahami tentang perpajakan. Disini terlihat 
bahwa wajib pajak maupun masyarakat diajak untuk berfikir bersama 
ketika melakukan transaksi pada kantor pajak tanpa ada yang dizalimi 
oleh pemerintah. 
4. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Harta (Hifdzu Mal) 
 


































Kebijakan perpajakan memiliki beberapa ketetapan dimana 
ketetapan tersebut ialah upaya untuk menjaga harta. Kebijakan 
perpajakan juga memberikan upaya dalam penjagaan harta kepada 
wajib pajak. ketetapan yang ada dalam kebijakan perpajakan salah 
satunya yaitu dengan memberikan tarif pajak yang pasti, dan juga 
memberikan kebebasan pembayaran pajak kepada wajib pajak. 
Hasil wawancara dengan keempat informan mengaku bahwa 
selama ini selama menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan 
perubahan tarif pajak secara sepihak apabila wajib pajak dikenakan 
tarif pajak 0,5% maka akan menggunakan tarif pajak itu untuk 
seterusnya. Untuk adanya pembebasan pembayaran pajak informan 
mengaku hal tersebut dapat terjadi apabila omset yang didapatkan 
rendah atau mengalami kerungian sehingga dalam catatan 
keuangannya ditulis nihil.  
Dengan demikian upaya penjagaan atau perlindungan terhadap 
harta pada kebijakan perpajakan terwujud, hal ini jelas karena adanya 
kebijakan penurunan tarif pajak, kejelasan untuk tarif pajak yang 
digunakan wajib pajak, dan adanya pembebasan pembayaran pajak 
kepada wajib pajak yang mendapatkan kerugian. Dalam hal ini 
kebijakan perpajakan yang ditetapakan berupaya untuk menjaga dan 
mengalokasikan harta wajib pajak dengan baik dan halal.  
5. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdzu 
Nasab) 
 


































Dalam dunia kerja, pasti setiap manusia akan berusaha 
mendapatkan harta untuk memberikan kelangsungan hidup bagi 
keluarganya, seperti contoh suami terhadap istri dan anak-anaknya. 
Upaya penjagaan keturunan (hifdzu nasab) oleh setiap pelaku UMKM 
Muslim dalam hal ini melalui cara menerapkan kepatuhan wajib pajak 
yang terdapat pada kebijakan perpajakan, dimana hal ini bertujuan 
agar memberikan kelancaran usaha yang berorientasi untuk 
mendapatkan keuntungan serta berkaitan dengan regenerasi tiap 
individu yaitu menghasilkan keturunan. 
Setelah peneliti melakukan wawancara dengan keempat 
informan, terdapat informasi jika upaya penjagaan keturunan dalam 
hal ini berkaitan dengan hasil yang didapatkan oleh pelaku UMKM 
Muslim setelah menjalankan usahanya. Jika pendapatan dari hasil 
usaha diperoleh dengan cara yang baik dan halal, maka kehidupan 
sehari hari keluarga atau keturunan pelaku UMKM Muslim dapat 
terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta membawa 
keberkahan.  
Salah satu cara untuk mewujudkan pendapatan usaha yang 
baik dan halal yakni melalui kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini 
telah diketahui oleh keempat informan jika pembayaran pajak yang 
telah ditetapkan memiliki banyak manfaat bagi usaha yang dijalani.  
Maka dari itu, berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah 
dilakukan oleh setiap pelaku UMKM Muslim, peneliti menyimpulkan 
 


































jika upaya penjagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai 











































A. Kesimpulan  
Bedasarakan penelitian yang telah dilakukan tujuh UMKM muslim 
yang ada di Surabaya khususnya di Kecamatan Sawahan tentang analisis 
kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM muslim dalam perspektif 
ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM muslim pada PP No.23 Tahun 
2018 perlu ditingkatkan karena masih terdapat sebesar 42,86% pelaku 
UMKM Muslim yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya. 
Ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan kurangnya kesadaran wajib 
pajak dan kurangnya sosialisasi. Selain itu ketidakpatuhan wajib pajak 
disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 
dalam mengolala dana pajak dan faktor ekonomi. Kepatuhan wajib 
pajak pelaku UMKM muslim dapat terwujud atas kesadaran wajib 
pajak yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu 
kewajiban bukan atas dasar keterpaksaan.  
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tinjauan maqashid 
syariah kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terdapat satu nilai 
terpeliharanya lima unsur yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan. Pada kebijakan perpajakan terdapat upaya penjagaan atau 
perlindungan terhadap harta (hifdzu din) terlihat dalam kebijakan 
perpajakan tidak melanggar norma agama dan mendekatkan wajib 
 


































pajak pada perbuatan maksiat, tehadap jiwa (hifdzu nafs) terlihat dalam 
kebijakan perpajakan tidak menggunakan intimiadasi maupun paksaan 
dalam proses pembayaran pajak dan tidak ada ancaman bagi wajib 
pajak telat dalam pembayaran pajak, terhadap akal (hifzdu aql) terlihat 
dalam kebijakan perpajakan terdapat kegiatan sosialisasi dan 
persebaran informasi melalui media online, terhadap harta (hifdzu mal) 
terlihat dalam kebijakan perpajakan memberikan tarif pasti kepada 
wajib pajak dan pembebasan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang 
mendapatkan omset rendah atau kerugian. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang dibuat peneliti, ada beberapa saran 
yang dapat diberikan yaitu :  
1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk ruang lingkup dan penambahan 
informan dapat dikembangkan menjadi luas. Dengan begitu penelitian 
dapat membawa manfaat bagi pelaku UMKM baik yang berkaitan 
dengan kepatuhan wajib pajak dan juga penambahan wawasan terkait 
PP No.23 Tahun 2018. 
2. Bagi pemerintah  
Untuk instansi terkait dapat lebih produktif melakukan penyuluhan 
secara langsung kepada para pelaku UMKM agar dapat menambah 
pengetahuan tentang pajak bagi UMKM. 
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